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NUR INDAH RACHMANA, (B11111454), “ALIH KELOLA YAYASAN XX 
OLEH YAYASAN YY/X FOUNDATION” DI BAWAH BIMBINGAN 
ANWAR BORAHIMA dan WINNER SITORUS. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model peralihan 
alih kelola Yayasan XX ke Yayasan YY beserta konsekuensi hukum yang 
ditimbulkannya setelah alih kelola.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi, 
Yayasan YY (dulu Yayasan XX), Universitas “X”, Badan Pertanahan 
Nasional (BPN), Kantor Notaris DR. Abdul Muis. S.H, M.H., Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Badan Perizinan dan Penanaman 
Modal Kota Makassar. Teknik pengumpulan data adalah observasi di 
lingkungan Universitas “X”, wawancara/interview dengan responden, staf 
dan/atau pejabat terkait. Teknik pengolahan data yaitu menganalisis data 
yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alih kelola Yayasan XX oleh 
Yayasan YY pertama yaitu dilakukan dengan Perubahan Anggaran Dasar 
oleh Yayasan XX dan untuk selanjutnya dilakukan Penggabungan 
Yayasan. Yayasan XX menggabungkan diri ke Yayasan YY berdasarkan 
hasil rapat Pembina kedua Yayasan, dan selanjutnya setelah 
Penggabungan Yayasan XX karena hukum dinyatakan bubar tanpa 
proses likuidasi. Konsekuensi hukum setelah adanya Penggabungan, 
yaitu semua aktiva dan pasiva, usaha dan kegiatan serta segala hak dan 
kewajiban Yayasan XX demi hukum akan dilanjutkan oleh, dialihkan 
kepada diambil alih dan menjadi aktiva dan pasiva, usaha dan kegiatan 
serta hak dan kewajiban Yayasan YY. Dalam hal ini termasuk pengelolaan 
Universitas “X” sebagai usaha dan kegiatan Yayasan XX beralih menjadi 









Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT. 
Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Berilmu. Hanya dengan ridhoNya -
lah penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir ini sebagai 
mahasiswi jenjang strata satu. Dengan kenikmatan dariNya semata 
kesulitan dan segala ikatan belenggu menemui akhir. Salawat dan salam 
penulis panjatkan pada utusanNya, Nabi Muhammad SAW guru sebaik-
baiknya guru yang telah mengajarkan kami atas apa yang mendekatkan 
kami ke jannah dan apa yang menjauhkan kami dari naar. 
Pada penelitian ini, penulis menyelesaikan karya ilmiah berupa 
skripsi dengan judul “Alih Kelola Yayasan XX ke Y Foundation (Yayasan 
YY)”.  
Selesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. 
Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 
1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Uli Umar Sagga dan Ibunda 
Hasrah Kantu. Semoga Allah SWT, selalu memberkati, mengasihi dan 
menjagamu sebagaimana engkau selalu mengasihi, menjaga dan 
mencukupkanku. 
2. Nenek penulis, terima kasih atas kesabaran dan kasihmu. Terima 
kasih atas alif pertama yang engkau hantarkan padaku mengenal 
Sang Maha Guru. 
3. Adik penulis, Fauzia. Terima kasih atas kebiasaanmu menyiratkan 
inspirasi dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah selalu meridhoi 
hidup dan citamu. Adik – adik kecil penulis, Syeif, Nayla dan Ayna 
vii 
  
terima kasih atas keceriaannya. Tidak ada tempat berbaur paling indah 
selain saudaramu. Maka tempat terbaik untuk pulang adalah keluarga. 
4. Guru Besar dan Ketua Jurusan Hukum Perdata Unhas periode 2011 
yang juga selaku Pembimbing I penulis, Prof. Dr. Anwar Borahima, 
S.H., M.H. Terima kasih atas motivasi, waktu, bimbingan, arahan, dan 
kebijakannya kepada penulis hingga pada titik ini. Semoga Allah 
membalasnya, dengan sebaik-baiknya balasan kebaikan. 
5. Ketua Jurusan Hukum Perdata periode 2015 yang juga selaku 
Pembimbing II penulis, Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM. Terima 
kasih atas masukan, kebaikan, kejelian serta kerja kerasnya telah 
membaca keseluruhan tulisan penulis. Terima kasih atas revisi dan 
pengalaman-pengalamannya yang telah banyak memotivasi penulis. 
Semoga Allah memberkati dan menyertai Anda dalam bimbingan yang 
damai. 
6. Dosen-dosen beserta staf fakultas hukum, terima kasih untuk setiap 
ilmu dan kebaikannya. Semoga Allah mengangkat derajat kita sebagai 
orang beriman dan berilmu. 
7. Universitas “X” sebagai salah satu objek penelitian penulis. Akademisi 
juga selaku rektor  Universitas “X” periode 2011, Prof. Dr. Abd. 
Rahman SH., MH dan Wakil Rektor III Universitas “X” periode 2013-
sekarang Abd. Haris Hamid, SH., MH., terima kasih atas waktu dan 
kebaikannya telah menerima penulis melakukan wawancara dan sesi 
diskusi.  
8. Seluruh staf pengajar dan staf akademik Fakulas Hukum Universitas 
“X” terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis 
melakukan diskusi, terima kasih untuk setiap masukan dan 
perhatiannya. Dian Utami Mas Bakar, SH., MH., terima kasih atas 
kebaikannya. 
9. Y Foundation sebagai Yayasan yang menaungi Universitas “X”. Terima 
kasih kepada Hj. MA, Harwan Jaya, Munawar Murham, Suardi Usman 
viii 
  
dan Bagian Legal Y Foundation beserta staf lainnya. Semoga semakin 
unggul. 
10. Kakak, adik dan teman-teman Universitas “X”. Kanda Mia, Dhila and 
Thegen, Kanda Muhammad Abdullah dan Tim Rangernya. Terima 
kasih atas pertemanan, bantuan dan keramahannya kepada penulis 
selama di Universitas “X”. Semoga Allah melapangkan jalan dan 
silaturahmi kita. 
11. Bapak Notaris Abdul Muis SH., MH, Bapak Tatang SH dan Kanda Ulfa 
S.H., M.H terima kasih atas bantuan dan segenap perhatiannya. 
Semoga semakin sukses. 
12. Pejabat dan Staf Kopertis Wilayah IX Makassar, BPN, Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan, Dinas Perizinan Wilayah Makassar. Bapak 
Faiz, Kanda Arif, Ibu Puang Anti, Kanda Melly, Bapak/Kanda Muh. 
Naim, terima kasih atas bantuan dan arahannya. Allah selalu 
memberikan balasan kebaikan kepada mereka yang ringan tangan 
dalam kebenaran. 
13. Para sahabat dan teman yang selalu menyertai penulis selama masa 
study, Sister‟s Wood terkasih dan keluarga besar KKN Rampunan, 
serta Rezky Febrianti terima kasih atas perhatian dan inisiatif-inisiatif 
kebaikannya kepada penulis selama penelitian ini. 
14. Khusus kepada Gusti Kassandra Andreina, pribadi yang telah berhasil 
dengan baik melewati masa sulitnya, adalah kebahagiaan penulis 
dapat mengenal dan berteman denganmu. 
15. Untuk setiap orang yang penulis kenal dan tidak sempat disebutkan. 
Terima kasih untuk setiap bantuan dan doanya. Sukses dan sehat 









HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................  ii  
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..................................  iv 
ABSTRAK ...........................................................................................  v  
KATA PENGANTAR ...........................................................................  vi  
DAFTAR ISI ........................................................................................  ix 
 
BAB I  PENDAHULUAN ................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah ....................................................  1 
B. Rumusan Masalah .............................................................  10 
C. Tujuan Penelitian ...............................................................  11 
D. Kegunaan Penelitian ..........................................................  11 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................  12 
A. Badan Hukum Yayasan .....................................................  12 
1. Yayasan Sebelum Diatur Dalam Hukum Positif  
Indonesia .......................................................................  12 
2. Pengertian Yayasan ......................................................  22 
3. Yayasan Sebagai Badan Hukum ...................................  26 
4. Ketentuan Pendirian Yayasan .......................................  36 
B. Organ Yayasan ..................................................................  47 
C. Harta Yayasan ...................................................................  62 
D. Peralihan dan Pembubaran Badan Hukum Yayasan .........  67   
 
BAB III METODE PENELITIAN...........................................................  73 
A. Tipe Penelitian ...................................................................  73 
B. Pendekatan Masalah .........................................................  73                       
C. Bahan Hukum ....................................................................  75 
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ..............................  75 
E. Analisis Bahan Hukum .......................................................  76 
x 
  
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................  77 
A. Proses Alih Kelola Yayasan XX „„X‟‟ ke Yayasan YY ...........  77 
Gambaran Umum Yayasan.................................................  77 
B. Akibat Hukum dari alih kelola Yayasan XX ke Yayasan YY  126 
 
BAB V PENUTUP ...............................................................................  131 
A. Kesimpulan .........................................................................  132 
















A. Latar Belakang Masalah  
Seiring perkembangannya, kebutuhan masyarakat dari waktu ke 
waktu semakin kompleks. Pemerintah tidak mampu menyediakan layanan 
atau fasilitas menyeluruh terhadap kepentingan umum tanpa dukungan 
pihak swasta. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk 
dapat berperan aktif dalam memberdayakan semua komponen 
masyarakat terhadap mutu layanan khususnya di bidang sosial. 
Selanjutnya fenomena ini dapat dilihat dalam masyarakat atau 
beberapa orang akan melakukan kegiatan yang penuh idealisme serta 
bertujuan sosial dan kemanusiaan, biasanya bentuk organisasi yang 
dipilih adalah Yayasan. Kegiatan sosial yang dipilih banyak menyangkut 
bidang pendidikan, kesehatan dan panti-panti sosial. Wadah Yayasan 
ditujukan oleh para pendirinya untuk kepentingan umum bukan untuk 
kepentingan pendirinya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Yayasan yang 
selama ini lebih dipahami sebagai suatu organisasi sosial yang tidak 
mencari keuntungan dalam kegiatannya. 
Secara historis Yayasan bermula dari Bapak pemikir ulung Plato, 
Xenophon sampai pada para Pharaoh yang jauh sebelum lahirnya Nabi 
Isa telah melakukan perbuatan serupa Yayasan atau wakaf dengan tujuan 
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khusus seperti “keagaamaan dan “pendidikan”. Para Pharaoh 
memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk tujuan dibidang 
“keagamaan” juga Xenophon menyumbangkan tanah dan bangunan untuk 
kuil bagi pemujaan kepada Artemis, dan pemberian hewan-hewan korban, 
makanan dan minuman bagi yang membutuhkan. Juga ada Plato yang 
sebelum hari kematiannya memberikan hasil pertanian dari tanah yang 
dimilikinya untuk disumbangkan selama-lamanya bagi academia yang 
didirikannya. Ini mungkin merupakan Yayasan pendidikan pertama di 
dunia.1 
Eksistensi Yayasan di Indonesia sendiri harfiahnya telah berada di 
usia emasnya. Cikal bakal kemunculannya berasal dari kebiasaan orang-
orang yang menganut agama Islam mewakafkan sebagian harta benda 
mereka untuk tujuan sosial. Yayasan dan wakaf sama-sama mengenal 
adanya pemisahan harta pribadi pemiliknya.Yayasan dan wakaf walau 
memiliki kesamaan tetapi mereka tidaklah identik, keduanya mempunyai 
perbedaan. Perbedaan itu berada pada letak pemisahan kekayaannya 
ditempatkan diluar lalu lintas hukum. Selain itu wakaf lebih dahulu ada 
baru kemudian barang yang diwakafkan, sedangkan Yayasan lahir 
bertepatan dengan pemisahan kekayaannya.12 
Di Indonesia pendirian Yayasan mulai dikenal hanya berdasarkan 
atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, 
                                                             
1 Anwar Borahima, 2010, Kedudukan Yayasan di Indonesia(Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung 
Jawab Yayasan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 11 
2  Ibid, h. 18 
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sampai akhirnya Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 
2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan ( selanjutnya disebut dengan UUY). Dalam 
perkembangannya kemudian telah direvisi dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan. 
Kehadiran UUY ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan 
hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, kemanusiaan, 
dan keagamaan. 
 Yayasan yang bergerak di bidang sosial lembaga pendidikan 
sejalan denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tepatnya Pasal 4 Ayat (6) mengatur, 
bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyakarat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 
pengendalian mutu layanan pendidikan. Jadi inti penekanannya berada 
pada tujuannya, yaitu  memberdayakan semua komponen masyakarat 
terhadap kualitas layanan pendidikan dalam suasana kemitraan dan 
kerjasama antara pemerintah, ataupun badan hukum lainnya dan 
masyarakat. Hal ini merupakan akses bagi masyarakat untuk dapat ikut 
serta dalam penyelenggaraan pendidikan dengan terlibat langsung dalam 
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proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 
pendidikan, serta memberikan dukungan sumber daya. 
Peran serta masyarakat dalam pendidikan yang dimaksud sesuai 
Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu meliputi 
perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
pendidikan. Kaitannya pada ketentuan UU No.20/2003 Pasal 53 yaitu 
peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan 
pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, dapat dilakukan dalam bentuk 
badan hukum pendidikan yang berprinsip tanpa mencari keuntungan 
(komersil) dan dapat mengelola dana yang dipisahkan secara mandiri, 
seperti badan hukum Yayasan. 
Yayasan mengenal adanya pemisahan harta pribadi pendirinya. 
Pemisahan harta ini hakikatnya adalah pemilik tidak lagi mempunyai 
hubungan kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan atau 
dilepaskannya itu. Termasuk dalam hal menggunakannya sebagai alat 
untuk mencapai hal – hal daripada diluar tujuan Yayasan itu sendiri. 
Namun pada kenyataannya banyak pendirian Yayasan hingga pada titik 
ini dilatarbelakangi motif serupa yang mengingatkan pada jenis wakaf 
dzurri yang pada masanya banyak menimbulkan masalah, karena para 
pengurusnya menganggap bahwa Yayasan itu masih miliknya.  
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Merujuk pada salah satu ketentuan Yayasan, salah satu kegiatan 
Yayasan di bidang sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi 
yang berbentuk perguruan tinggi swasta (PTS). Kemudian PTS ini dalam 
kegiatannya dikendalikan oleh Yayasan. Pengurus salah satu organ 
dalam Yayasan bertugas mengelolah kekayaan dan pelaksanaan kegiatan 
Yayasan yang dilakukan secara penuh. 
Tujuan dalam pengelolaan ini sejatinya hanya semata-mata untuk 
mencapai tujuan Yayasan, dalam hal ini institusi pendidikan (PTS) maka 
kiblatnya adalah kualitas pendidikan dan kemaslahatan mahasiswa itu 
sendiri. Jadi Yayasan yang kemudian bergerak sebagai institusi 
pendidikan sudah sepatutnya tidak mengejar keuntungan dari seluruh 
proses kegiatannya, apalagi jika mengatasnamakan peningkatan kualitas 
pendidikan hingga akhirnya mahasiswa harus membayar dengan mahal 
atau tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri.  
Dalam kenyataannya itulah yang banyak dijumpai hingga sekarang 
ini, di Indonesia banyak berdiri institusi-institusi pendidikan yang 
mengatasnamakan diri mereka berbadan hukum Yayasan, yang di dalam 
praktiknya menarik harga tertentu. Katakanlah bahwa untuk mendapatkan 
pendidikan yang baik seseorang harus bayar mahal yang bahkan 
terkadang pada akhir prosesnya menyulitkan mahasiswa dari segi 
pembayaran. Padahal hakikatnya tujuan Yayasan adalah untuk sosial, jadi 
adapun kegiatan-kegiatannya harusnya terhindar dari aspek komersil. 
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Sejalan dengan fenomena di atas, Yayasan walaupun pada 
hakikatnya tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi karena 
banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Yayasan, baik 
dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga 
banyak orang atau badan yang sengaja mendirikan Yayasan. Padahal, 
pendirian Yayasan ini hanya merupakan kedok untuk mendapatkan 
kemudahan-kemudahan atau fasilitas-fasilitas lain, seperti untuk 
menghindari pajak. Dengan kata lain, banyak Yayasan yang melakukan 
bisnis terselubung dengan dalih untuk mencapai tujuan Yayasan.3 
Yayasan berdasarkan UUY Pasal 1 Angka (1) adalah badan hukum 
yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 
yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan Yayasan dapat berupa uang 
dan/atau barang dan/atau kekayaan lain. Kemudian barang yang 
dimaksud ini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. 
 Sebuah Yayasan seyogianya berdiri dengan tujuan yang sifatnya 
idealistis, sosial dan kemanusiaan yaitu sesuai dengan roh Yayasan itu 
sendiri. Adapun berbagai kemudahan yang diperoleh Yayasan dalam 
pendirian maupun dalam pelaksanaannya seperti cara pengumpulan 
dana, sumbangan dari masyarakat, subsidi pemerintah dan fasilitas 
perpajakan adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada badan hukum 
Yayasan demi mencapai tujuannya untuk kepentingan umum.  Sebaliknya 
                                                             
3 Ibid, h. 6 
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keistimewaan yang diberikan itu sudah tidak seharusnya dimanfaatkan 
demi kepentingan atau keuntungan atas nama pribadi. Hal itu sejalan 
dengan pendirian Yayasan yang tidak boleh bertujuan melakukan 
pemberian/kontra kepada para pendiri atau para pengurusnya, ataupun 
pada pihak ketiga kecuali jika tujuannya adalah demi kepentingan sosial. 
Yayasan sebagai badan hukum dalam praktik atau kegiatannya 
menimbulkan hubungan hukum, baik antara pendiri, organ, pihak ketiga 
ataupun masyarakat terkait. Diantaranya perbuatan hukum seperti 
penggabungan, pembubaran, jual-beli atau peralihan aset yayasan diatur 
dalam ketentuan UUY. Perbuatan hukum jual-beli atau kekayaan Yayasan 
dialihkan atau dibagikan dalam Pasal 5 UUY ketentuannya adalah 
dilarang.4 
Sehubungan dengan alih kelola, berdasarkan Surat Edaran Ditjen 
Dikti yang dimaksud alih kelola adalah perubahan badan hukum 
penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak terkait dengan 
badan hukum penyelenggara PTS pada saat pendirian yang dilakukan 
dengan cara jual beli PTS ataupun cara lainnya.5 Hingga saat ini belum 
terdapat pengaturan mengenai alih kelola khususnya di bawah naungan 
Yayasan, yaitu sesuai Pasal 10 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
                                                             
4 Lihat ketentuan UUY Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) soal pengecualian atas ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
5 Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Perihal Larangan Alih Kelola Nomor 420/E.E2/KL/2014 
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Pengelolaan Perguruan Tinggi hanya menekankan mengenai perubahan 
bentuk, nama, dan lokasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 
Pada dasarnya kekayaan atau aset suatu Yayasan dilarang dialihkan 
kepada pembina, pengurus, dan pengawas; sehingga apabila dengan 
suatu alasan atas kekayaan Yayasan akan dialihkan, maka pengalihannya 
dilakukan kepada pihak lain (selain kepada pembina, pengurus, 
pengawas, dan yang tidak terafiliasi dengan organ Yayasan), yaitu pihak 
yang mempunyai maksud serupa dengan tujuan Yayasan. 
Terlepas mengenai ketentuan peralihan aset kekayaan Yayasan 
yang diatur dalam UUY, alih kelola (managemen) penyelenggara 
Perguruan Tinggi (Swasta) juga harusnya merujuk pada ketentuan 
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi dan/atau berdasar arahan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 
(Kopertis) wilayah tempat PTS berdomisili. Hal tersebut diatur dalam 
Ketentuan PeralihanPeraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2014 tentang 
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta 
Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 
Pasal 33, yaitu: 
Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, 
rekomendasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakan 




Namun dalam praktiknya tidak selalu demikian, karena sampai saat 
ini masih dijumpai Yayasan yang kemudian aset/kekayaannya dialihkan 
atau diperjual belikan tanpa memenuhi unsur-unsur yang disebutkan 
dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Diantaranya sempat 
dimuat dalam pemberitaan media massa, yaitu adanya pengalihan 
aset/kekayaan Yayasan dengan cara jual-beli (dinilai dengan uang). Juga 
Yayasan yang kemudian dialihkan atau dibubarkan tanpa diikuti surat 
keterangan pailit dari pengadilan. 
Alih kelola manajemen Universitas X (Yayasan XX) ke Y Foundation 
(Yayasan YY) ditandai dengan proses acara serah terima. Serah terima 
diwakili langsung oleh HAS sebagai pendiri Universitas X dan AM selaku 
founder Y Foundation, dinyatakan resmi berpindah tangan pada tanggal 
17 Agustus 2013.6Bersama dengan resminya pergantian kepemilikan 
wewenang pengelolaan manajemen Universitas  X sendiri menimbulkan 
ambigu-pertanyaan terkait berlakunya Surat Edaran dari Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi perihal proses alih kelola yang menekankan 
pada poin dua bahwa usulan alih kelola baru tertanggal 3 November 2009 
untuk sementara dihentikan, menunggu kajian terhadap peraturan yang 
berkaitan dengan hal ini. Apabila dari hasil kajian tersebut tidak 
memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pendidikan, maka proses alih 
kelola akan dihentikan.7 Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 
1961/D/T/2009 tentang perihal proses alih kelola akhirnya kembali 
                                                             
6Harian Tribun Timur edisi Tanggal 17 Agustus 2013. 
7Surat Edaran Nomor 1961/D/T/2009  Tanggal 3 November 2009 Perihal Proses Alih Kelola 
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberlakukan/mengeluarkan 
surat edaran yang pada poin tiga mengatur bahwa usul alih kelola dilarang 
dan tidak akan diproses oleh Ditjen Pendidikan Tinggi  dengan 
pertimbangan banyak akibat dari alih kelola menimbulkan permasalahan 
di PTS sampai kepada proses peradilan sehingga memengaruhi proses 
belajar mengajar.8 Artinya selama kurun waktu itu, yaitu tahun 2009 
sampai 2014 usul alih kelola PTS dilarang dan selanjutnya dinyatakan 
tidak akan diproses oleh Ditjen Pendidikan Tinggi. 
Dari uraian di atas ada dua isu hukum yang timbul berkaitan dengan 
alih kelola Yayasan XX “X” ke Y Foundation yaitu mengenai keabsahan 
peralihan alih kelola dan akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan 
tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah proses peralihan alih kelola Yayasan XX “X” ke Y  
Foundation (Yayasan YY) telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku? 
2. Apa akibat hukum dari peralihan Yayasan tersebut ? 
 
 
                                                             
8Surat Edaran Nomor 420/E.E2/KL/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Perihal Larangan Alih Kelola 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian 
ini antara lain sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses (model) peralihan alih 
kelola  Yayasan XX “X” ke Y Foundation telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang muncul dari peralihan 
Yayasan tersebut. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
  Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan secara teoridis. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan dan 
pengembangan hukum di bidang perdata pada umumnya dan 
khususnya terkait Yayasan, serta dapat dipergunakan sebagai 
bahan kajian untuk menyempurnakan Hukum tentang Yayasan 
serta sangkut pautnya terhadap aset/kekayaan yang dimilikinya. 
2. Kegunaan secara praktis. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan 
dapat memberikan masukan bagi instansi/lembaga terkait 
menghadapi pertumbuhan atau fenomena-fenomena yang terjadi 
dalam dunia Yayasan di Indonesia, utamanya yang bergerak di 
bidang pendidikan (PTS). 
12 
  
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Badan Hukum Yayasan 
 
1.  YayasanSebelum DiaturDalam Hukum Positif Indonesia 
Pada tanggal 6 Agustus tahun 2001 di undangkanlah peraturan 
yang sekaligus menjadi payung hukum terkait segala hal-ikhwal mengenai 
Yayasan. Di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri di 
tanda tanganilah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan. Bukan perjalanan yang ringkas, dimulai dari berbagai naskah 
akademik Rancangan Undang-Undang lahir silih berganti, kemudian 
menjadi pembicaraan yang panjang di kursi-kursi DPR. Selanjutnya tidak 
kurang dari tiga tahun bersela diluncurkanlah kembali undang-undang 
baru terkait Yayasan. Lewat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 115, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 
Cepatnya perubahan atas undang – undang tersebut menjadi isyarat 
bahwa masalah Yayasan tidaklah sederhana melainkan badan hukum ini 
memang diperlukan oleh masyarakat, mengingat tujuan atau sifat yang 
dimiliki olehYayasan itu sendiri.1 
                                                             
1 Chatamarrasjid Ais,2006, Badan Hukum Yayasan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang 
mulai berlaku tepat satu tahun setelah diundangkan, tanggal 6 Agustus 
2002, yang kemudian diterbitkan UU Nomor 28 Tahun 2004. Maksud 
penerbitan tersebut untuk merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001, revisi dilakukan atas pertimbangan karena ternyata setelah terbitnya 
UU Nomor 16 Tahun 2001, dalam perkembangannya belum menampung 
seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta 
dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Atas dasar pertimbangan itulah 
maka dilakukan perubahan atas undang-undang yang telah ada itu.2 
Kehadiran Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan pemahaman yang benar kepada seluruh komponen 
masyarakat mengenai Yayasan, serta dalam menjamin kepastian dan 
ketertiban hukum juga untuk mengembalikan fungsi Yayasan sebagai 
pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan. Sebuah tujuan atau maksud yang 
seyogianya tidak hanya terdapat dalam naskah penjelasan umum undang-
undang, tetapi dapat menjadi bentuk yang nyata di lapangan atau dunia 
Yayasan. 
Konsistensi Yayasan untuk selalu berjalan pada arah tujuan yang 
dimaksudkan dalam undang-undang, yang sifatnya tak lain untuk sosial 
adalah penting untuk dijaga dan dikontrol dalam pelaksanaanya.Karena 
seperti yang dimuat banyak media ataupun buku menunjukkan fakta 
                                                             




bahwa kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan pada mulanya 
untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan yang memiliki 
keistimewaan tersendiri dari badan hukum lainnya. Yayasan disamping 
untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, telah pula 
dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpan dari tujuan 
semula. Seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus Yayasan, 
menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga 
pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memeroleh 
berbagai fasilitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan 
lainnya.3 
Akhirnya Yayasan berdiri tidak hanya digunakan sebagai wadah 
mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 
melainkan juga adakalanya bertujuan memperkaya diri para pendiri 
organnya, yaitu pendiri/pembina, pengurus dan pengawasnya. Selain itu 
terkait dalam melaksanakan kegiatannya tidak tertutup kemungkinan 
Yayasan melakukan hubungan dengan pihak ketiga, kemudian di antara 
sesama pengurus di dalam mengelola Yayasan memainkan permainan 
untuk menguras harta kekayaan Yayasan, hingga kemudian Yayasan ini 
dinyatakan pailit. Oleh karena itu selanjutnya, yang perlu dipikirkan adalah 
perlindungan terhadap pihak ketiga yang dalam posisi bertikad baik.4 
 Terlepas dari hal-hal di atas, jauh sebelum memasuki tahun 2001 
pendirian Yayasan di Indonesia sendiri dilakukan berdasarkan kebiasaan 
                                                             
3  Chatamarrasjid Ais. Op. cit, h. 2 
4  Anwar Borahima. Op. cit, h. 9 
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dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Berdasarkan hukum 
kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, dapat 
dikemukakan ciri-ciri Yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai 
berikut : 5 
1. Eksistensi Yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2. Pengakuan Yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar 
yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, koperasi dan badan 
hukum yang lain; 
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri 
untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, 
kemanusiaan, dan tujuan-tujuan idiil yang lain; 
4. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat 
keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian Yayasan, 
5. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, 
namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan 
tujuan Yayasan; 
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat 
adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau 
pengurusnyadan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dari 
tujuan pribadi pendiri atau pengurusnya; 
                                                             
5 Budi Untung, 2002. Reformasi Yayasan dalam Perspektif Manajemen, Anci Yogyakarta, h. 4 
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7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang 
berarti ia diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat 
menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirkan dengan akta dan 
didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat; 
8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan Yayasan 
bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan 
pailit. 
Sekilas perbandingan dengan beberapa negara lain mengenai 
perkembangan peraturan Yayasan atau badan hukum serupa, yaitu jauh 
berbeda mengingat di beberapa negara tertentu memiliki produksi hukum 
(perundangan) yang lebih aktif dan terhitung bergerak cepat, mengena 
hingga ke lapisan masyarakatnya. Berangkat dari negara maju, dari ketiga 
benua berbeda seperti Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat eksistensi 
badan hukum Yayasan atau yang mereka kenal dengan istilah 
foundationsebagai organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah diatur pada 
tahun 1987 dalam Nonprofit Corporation Act, dalam Revised Nodel 
Nonprofit Corporation Act 1987 yang menggantikan The Old Model Act 
1964. Begitu pula dengan Jepang, Yayasan dan badan hukum untuk 
kepentingan sosial atau publik lainnya telah mereka atur didalam Undang-
Undang Hukum Perdata Jepang.6 
Dilihat dari tahun terbitnya ketentuan mengenai badan hukum 
serupa Yayasan atau yang mereka lebih kenal sebagai organisasi nirlaba 
                                                             
6  Anwar Borahima. Op. cit, h. 3 
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yang murni melakukan aktivitas non profit mempunyai selisih yang cukup 
jauh jikalau dibandingkan dengan pembentukan hukum positif Indonesia 
yang mengatur khusus Yayasan. Terlepas dari muatannya, di Indonesia 
sendiri pada tahun 1961 telah dibentuk Yayasan Dana Landreform oleh 
Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 
224 Tahun 1961. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1993 di dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.7 
Belanda sendiri mengenal hal serupa Yayasan dengan sebutan 
Stichtingen yang kemudian diatur dengan Wet op Stichtingen van 31 Mei 
tahun 1956 dan mulai di berlakukan pada tanggal 1 Januari 1957. Saat itu 
Belanda sudah secara tegas di dalam undang-undangnya menyebutkan 
bahwa Yayasan adalah badan hukum, yang kemudian diatur soal 
kedudukannya diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan.8 
Terhitung 45 tahun setelah Belanda memiliki Undang-Undang 
Yayasan, baru kini Indonesia memiliki undang-undang yang memuat 
mengenai persoalan yang sama.9 Keadaan Yayasan di Belanda sebelum 
berlakunya Wet op Stichngen 1956, sama dengan keadaan di Indonesia 
sekarang ini. Perbedaannya hanyalah bahwa di Belanda telah ada 
sebelumnya pengaturan Yayasan di dalam Armen Wet tahun 1854, yang 
kemudian diperbarui dengan Armen Wet tahun 1912. Oleh karena itu, 
                                                             
7 Ibid. 
8 Ibid, h. 2-3 
9Cshatamarrasyid Ais,  Loc. cit.. 
18 
  
pada saat diundangkan Wet op Stichngen 1956, undang-undang ini tetap 
mengakui Yayasan-Yayasan yang telah ada sebelum mulai berlakunya 
undang-undang yang baru ini dengan persyaratan untuk mengadakan 
penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang 
tersebut, diantaranya untuk menyusun kembali anggaran dasarnya dalam 
suatu akta autentik, dengan tetap mempertahankan sebagai badan 
hukum. Ditambahkan oleh Anwar Borahima bahwa tindakan tersebut 
sudah sangat tepat, sebab jika tidak demikian, maka akan timbul 
kekacauan dan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan hukum dari 
yayasan-yayasan yang telah ada sebelum terbentuknya undang-undang 
tersebut, dan persoalan terhadap akibat hukum dari aktivitas atau 
perbuatan yang telah dilakukan yayasan-yayasan tersebut.10 
Sama keadaannya seperti di Indonesia, di Belanda Stichting 
(sebutan Belanda, yang hampir serupa dengan Yayasan) sebelum diatur 
dengan undang-undang keberadaannya juga sekedar tumbuh dan hidup 
berdasarkan praktik kebiasaan sehari-hari. Yayasan (stichting) tidak diatur 
dengan undang-undang, maka tumbuh liar (in het wild gegroeid). Dalam 
filosofi dan pemikiran di Belanda (demikian pula di Indonesia), mula-mula 
lembaga Yayasan ini diperuntukkan hanya dan semata-mata sebatas 
untuk kegiatan sosial (liefdadid doel), tetapi kemudian ternyata dalam 
praktiknya telah berkembang untuk berbagai tujuan, bahkan berkembang 
ke gejala negatif yang menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan 
                                                             
10Anwar Borahima, Op. cit, h. 12 
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Stichting. Pada waktu itu banyak Stichting didirikan untuk berbagai 
lapangan seperti untuk eksploitasi persurat kabaran, bank tabungan, 
bahkan sampai kepada kegiatan yang seyogianya dijalankan dalam 
bentuk BV (Besloten Vennootschap). Hal ini terjadi karena melalui jalan 
inilah yang paling mudah untuk membentuk badan hukum untuk berbagai 
tujuan (een gemakkelijkste creeren rechtspersoon, diensbaar voor velerij 
oogmerk). Dengan Wet op Stichtingen diharapkan dapat dicegah peluang 
mengambil keuntungan satu pihak dan hal-hal negatif lainnya.11 
Terkait dengan hal itumenurut Rudhi Prasetya adalah penting 
diaturketentuan dalam undang-undang yang menetapkan : 
a. Dilarang dipindahtangankan harta kekayaan Stichting kepada 
pendiri atau pengurusnya; 
b. Dan tidak diperbolehkan dipindahtangankan harta kekayaan 
Stichting kepada siapapun juga selain dengan tujuan idial dan 
sosial (tenzij de uitkering een ideele of sociale sterkking hebben). 
Jadi pada intinya, tidak diperkenankan harta kekayaan dan atau 
keuntungan yang diperoleh diperuntukkan bagi mereka yang menguasai 
Stichting.
12
Lanjutnya tentang seberapa jauh diperbolehkan Stichting 
mencari keuntungan, dalam nota penjelasan Menteri Kehakiman Belanda 
dinyatakan “tidak dilarang Yayasan mencari keuntungan asal sifatnya 
                                                             





untuk mencapai tujuan idial atau sosial yang menjadi tujuan dari Stichting 
yang bersangkutan. 
Dari sekilas ulasan di atas mengenai keadaan Stichting di Belanda 
dapat dikatakan kurang lebih sama dengan keadaan yang terjadi di 
Indonesia, baik jauh sebelum eksistensi Yayasan itu sendiri diatur dalam 
ketentuan hukum positifIndonesia maupun dengan apa yang menjadi 
pertimbangan dalam merancang perundang-undangannya. 
Kehadiran Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 
menurut Chatamarrasjid Ais juga rancangan undang-undang 
sebelumnya terhadap NBW tidak menunjukkan perbedaan yang berarti 
atau yang signifikan. Tambahnya NBW sedikit banyaknya mempengaruhi 
rancangan undang-undang dan juga Undang-Undang Yayasan Nomor 16 
Tahun 2001. 
Sebelum lahirnya UUY, belum ada ketentuan hukum yang 
mengatur mengenai Yayasan atau yang dapat dijadikan pegangan dalam 
hal mengatur kehidupan Yayasan. Tapi tidak berarti bahwa Indonesia 
sama sekali tidak memiliki ketentuan yang menyinggung soal Yayasan, 
secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang KUHPerdata 
disebut adanya Yayasan, seperti; Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 
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sekalipun benar-benar hanya sebatas menyinggung dan sama sekali tidak 
diatur mengenai keberadaan suatu Yayasan.2 
Selain dalam KUHPerdata di atas Yayasan juga disebut dalam 
Pasal 2 Ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-verordening), 
juga dalam Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 
01/Per/Menpen/1969, tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan 
mengenai Perusahaan Pers, juga dijumpai dalam beberapa ketentuan 
perpajakan, serta dalam peraturan perundang-undangan agraria yang 
memungkin Yayasan  mempunyai hak atas tanah dan terakhir pada tahun 
1993 di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
227/KMK.017/1993, yaitu Yayasan Dana Pensiun.14 Sebuah situasi yang 
menggantung, dibiarkan terlalu lama padahal keadaan telah merongrong 
agar eksistensinya diatur pula dalam hirarki perundang-undangan, tapi 
nyatanya ukiran sejarah memuatnya dalam banyak naskah betapa 
perjalanan dalam menggiring eksistensi Yayasan masuk dalam hukum 
positif Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, butuh waktu lama.15 
Keadaan serupa juga dialami oleh Belanda pada awal abad ke – 
20, tetapi pada tahun 1937 pemerintah Belanda yang melihat 
kecenderungan Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha yang mengejar 
                                                             
13.   Anwar Borahima, Op.cit., h. 1 
14   Ibid, h. 2 
15  Dalam buku Chatamarrasjid Ais; Badan Hukum Yayasan , bahwa ketika itu tampaknya 
kepentingan politis lebih mendominasi alasan belum dibahasnya Rancangan Undang-Undang 
Yayasan saat itu,  sehingga dalam waktu yang lama, dimana keadaan genting membutuhkan 
kepastian hukum yang membuat pemuka pemuka akademik dengan setia terus 
mengemukakan perlunya Undang-undang tentang Yayasan seperti Ratnawati Prasodjo, J.C.T. 
Simongkir, dan lain-lain tak juga mampu menggeser pemahaman pemerintah kala itu. 
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keuntungan, telah menyusun suatu rancangan undang-undang. Kemudian 
rancangan undang-undang tersebut mengalami kemacetan dan baru pada 
tahun 1956 terbentuklah “Wet op Stichtingen” yang mulai berlaku pada 1 
Januari 1957. Dan selanjutnya dimasukkan dan diatur dalam NBW Buku 
III Titel 5 Pasal 285 sampai Pasal 305.16 
 
2. Pengertian Yayasan 
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUY “Yayasan adalah badan hukum 
yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 
yang tidak mempunyai anggota”. 
Dari kandungan Pasal di atas mengakhiri perdebatan mengenai 
status Yayasan, yaitu Yayasan itu badan hukum atau bukan. Selama ini 
ada perbedaan pendapat mengenai status badan hukum Yayasan. 
Dukungan lain mengenai status badan hukum Yayasan diatur 
dalam Pasal 1 butir 1 Rancangan Undang-Undang Departemen 
Kehakiman : 
  
 Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, 
didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan 
kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu, dan tidak 
diarahkan kepada pencapaian keuntungan, serta memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan 
peraturan pelaksanaannya. 
                                                             




 Bagian terpenting yang tidak terdapat pada undang-undang adalah 
“dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan”. Hal tersebut tentu 
saja menimbulkan berbagai pemikiran. Akan tetapi yang penting adalah 
memberikan kesan bahwa memeroleh keuntungan diperbolehkan dan hal 
ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta 
penjelasannya; yang memperkenankan Yayasan melakukan kegiatan 
usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Terkait Undang –Undang 
Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengenai penambahan “keagamaan” 
dalam tujuan Yayasan merupakan suatu penekanan karena sebenarnya 
dalam tujuan sosial dan kemanusiaan, sudah termasuk tujuan 
keagamaan.17 
 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan, dapat 
ditarik beberapa karakteristik suatu Yayasan, yaitu : 18 
- Bentuknya badan hukum. Tepatnya badan hukum bersifat tertutup 
karena diatur dengan UU atau berdasarkan UU. 
- Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari 
kekayaan pribadi yang lain. 
- Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai 
keagamaan, sosial dan kemanusiaan. 
- Tidak memiliki anggota. 
                                                             
17   Chatamarrasyid Ais. Op. cit, h. 172 
18   Rita M.-L dan J Law Firm, 2009. Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus 
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Rudi Prasetya dalam tulisannya memuat bagaimana ia hingga 
sampai sekarang ini belum berhasil menemukan arti atau definisi 
mengenai Yayasan itu apa. Seperti undang-undang yang hanya memuat 
unsur-unsurnya, Utrecht dan Wirjono Prodjodikoro juga hanya 
mengemukakan esensial dari sebuah Yayasan, yaitu19: 
- adanya suatu harta kekayaan; 
- dan harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa 
ada yang memilikinyamelainkan dianggap sebagai milik dari 
Yayasan; 
- atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu; 
- dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya 
harta kekayaan itu. 
Salah satu pendapat mengenai Yayasan dikemukakan juga oleh 
Paul Scholten, bahwa : 
“ Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu 
pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan 
suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, 
bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.” 
 
Dari pendapat Scholten di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur 20: 
                                                             
19  Rudhi Prasetya, Op. cit., h. 3 
20 R. Ali Rido, 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, 
Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung : Alumni, h. 107 
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- mempunyai harta kekayaan tersendiri, yang berasal dari suatu 
perbuatan pemisahan, 
- mempunyai tujuan sendiri (tertentu), 
- mempunyai alat perlengkapan (organisasi). 
Banyak pemuka hukum terkenal menjelaskan mengenai apa itu 
Yayasan, seperti dalam ketentuan undang-undang, penekanan mereka 
sama–sama meletakkannya pada tujuannya (bersifat 
idiil/sosial,kemanusiaan dan keagamaan)terlepas dari pada ketentuan-
ketentuan yang mengikatnya. Apa yang menjadi tujuan/visi sebuah 
Yayasan harus diutamakan dan menjadi sebuah kiblat, dimana ketika 
melenceng dari kiblat itu maka sebuah Yayasan tidak lagi dinyatakan 
sebagai badan hukum Yayasan oleh Pengadilan. 
Menurut N.H. BregsteinYayasan adalah suatu badan hukum yang 
didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk 
membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau 
penguasanya di dalam Yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali 
sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan 
Yayasan yang idealistis/atau kegunaan tujuan idiil. 21 
 W.L.G. Lemaire menyatakan bahwa Yayasan diciptakan dengan 
suatu perbuatan yakni pemisahan suatu harta kekayaan atau tujuan yang 
tidak mengharapkan keuntungan (altruistishe doel) serta penyusunan 
                                                                                                                                                                      
 
21 Anwar Borahima, Op., cit, h. 65 
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suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh 
dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.22 
 Mengikuti pandangan Meijers maka Yayasan terdapat pokok-pokok 
sebagai berikut23 : 
1. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya ; 
2. Tidak memiliki anggota; 
3. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan 
yang berakibat jauh dalam tujuan organisasi; 
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan moral yang 
diperuntukkan untuk itu. 
Dengan demikian menyebut badan hukum Yayasan berarti 
setidaknya kita dihadapkan pada dua dan atau tiga unsur utama yang 
menjadi roh sebuah Yayasan;  yaitu mempunyai kekayaan yang terpisah 
(sendiri), dan  tujuan mandiri (non profit), serta dijalankan oleh organ.24 
 
3.  Yayasan sebagai Badan Hukum 
Manusia bukan satu-satunya subjek hukum, dalam ranah 
hukummasih ada satu subjek hukum lain, yaitu yang disebut badan 
hukum. Badan hukum atau dalam terjemahan Belanda disebut recht 
                                                             
22  Ibid. 
23  Ibid, h. 66 
24 Organ, karena antara Yayasan dan organ saling bergantungan, tanpa organ Yayasan apa   
yangmenjadi tujuan Yayasan akan mustahil tercapai, sebaliknya tanpa Yayasan organ Yayasan 
tidak akan pernah ada. 
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persoon, yang mana hingga kini tentang keabsahan suatu badan hukum 
memang terhitung lebih rumit jika dibandingkan dengan manusia dengan 
kedudukannya sebagai subjek hukum. Status sebagai badan hukum 
terlebih dahulu harus mempunyai pengakuan tersendiri yang diakui oleh 
undang-undang atau peraturan terkait, misalnya tidak semua perkumpulan 
atau sejenisnya memeroleh keabsahan status sebagai badan hukum. 
  Badan hukum sendiri dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan 
dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan 
kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Disebut sebagai 
subjek hukum karena orang dan badan hukum menyandang hak dan 
kewajiban hukum. Pada badan hukum dalam pelaksanaan kegiatan atau 
perbuatan hukum diwakili oleh pengurusnya, jadi adapun perbuatan 
melawan hukum oleh suatu badan hukum menjadi tanggungjawab badan 
hukum  yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh pengurusnya. 
Kemudian untuk badan – badan, atau perkumpulan-perkumpulan 
yang tidak dengan tegas dinyatakan sebagai badan hukum, maka 
penetapan kedudukannya sebagai badan hukum dapat ditentukan dengan 
jalan melihat hukum yang mengaturnya, dimana jika di dalam peraturan-
peraturan tersebut terdapat sifat-sifat, ciri-ciri atau unsur-unsur badan 
hukum, maka badan-badan atau perkumpulan itu kedudukannya adalah 
sebagai badan hukum. Selain dari pada undang-undang dapat pula 
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diketahui dari kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi.25Contoh lain 
misalnya  bentuk perkumpulan-perkumpulan yang sudah secara tegas 
dinyatakan sebagai badan hukum salah satunya adalah Perseroan 
Terbatas, dapat dilihat dalam UU No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah 
diubah ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
juga ada koperasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1985 yang juga 
telah diubah dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
mengatur dengan jelas bahwa koperasi adalah badan hukum. 
Bersama dengan perundang-undangan di atas membuat status 
badan hukum Yayasan  tidak diperdebatkan lagi atau kemudian 
kedudukannya diragukan. Misalnya badan-badan/perkumpulan yang 
kemudian belum memiliki undang-undang yang menyebutnya sebagai 
badan hukum dengan jelas, maka kembali hal tersebut dapat dilihat 
dengan peraturan-peraturan atau doktrin yang mengaturnya kemudian 
dapat disimpulkan status kedudukannya apakah termasuk badan hukum 
atau bukan.26 
Jika ternyata yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak  
tidak hanya manusia tetapi ada badan hukum dalam dunia hukum lazim 
digunakan, lalu bagaimana para ahli yang masih memperselisihkan atau 
memperdebatkan keabsahan suatu badan hukum itu sendiri.Sebenarnya 
bagaimana asal muasal hingga lahirnya subjek hukum selain manusia 
                                                             




atau dengan kata lain bagaimana hingga suatu pendukung hak dibagi 
dua, dan terbentuk kedalam satu perkumpulan yang isinya terdiri atas 
beberapa/banyak manusia dengan kepentingan yang sama, menurut R. 
Ali Rido bahwa hal tersebut sudah menjadi realitas. Bahwa mau tak mau 
di samping manusia ada sesuatu yang lain sebagai pendukung hak. 
Manusia yang sifatnya mempunyai kepentingan individual juga dibanyak 
kesempatan manusia mempunyai kepentingan bersama. Berangkat dari 
kepentingan bersama inilah hingga mereka akhirnya menyatukan diri 
dalam sebuah perkumpulan atau badan yang kemudian ikut memerlukan 
yang namanya „hak‟ sebagai benteng dalam meraih suatu kepentingan 
atau tujuan. 
Manusia-manusia mempunyai kepentingan bersama, 
memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan 
diri. Mereka menciptakan suatu organisasi, mereka memilih pengurusnya 
yang akan mewakilinya. Mereka memasukkan dan mengumpulkan harta 
kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk 
mereka dalam hubungannya satu sama lain. Hal yang tidak mungkin, 
dalam tiap-tiap hal mereka bersama-sama melakukan tindakan-tindakan 
itu.27Dari deskripsi yang dipaparkan oleh R. Ali Rido tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sebab lain lahirnya suatu perkumpulan atau badan 
karena adanya kebutuhan yang dilandasi dengan kepentingan bersama, 
kepentingan banyak individu. 
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Bukti lain mengenai status badan hukum itu sendiri menjadi 
perdebatan para ahli yaitu lahirnya banyak teori-teori mengenai badan 
hukum, diantara teori fiktif dari von Savigny, teori harta kekayaan 
bertujuan dari Brinz, teori propiete collective dari Planiol, teori organ dari 
von Gierke,28teori kenyataan yuridis, teori tentang harta kekayaan yang 
dimiliki oleh seorang dalam jabatannya (lee van Ambtelijk Vermogen), 
teori leon duguit.29 Mendukung pernyataan R Ali Rido mengenai lahirnya 
badan hukum adalah sebuah realitas yaitu ahli hukum Otto Von Gierke 
dalam teori organ miliknya menuturkan badan hukum itu adalah suatu 
realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada 
di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu “leiblichgeistige 
Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzenkam”. Di sini 
tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu 
juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui 
alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya).Apa yang 
mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.30 
Pada teori ini Otto Von Gierke menyampaikan pesan bahwa posisi badan 
hukum sebagai subjek hukum adalah identik dengan manusiayang juga 
sebagai subjek hukum. 
Mendukung pernyataan badan hukum sebagai suatu bentuk hukum 
(rechtfiguur) lain selain manusia (naturlijk persoon) dalam hal pendukung 
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hak-hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum ada ahli 
hukum Indonesia, R. Subekti memberikan pengertiannya mengenai badan 
hukum yang pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau 
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan 
melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan 
sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. 
Sedikit bertolak belakang dari tanggapan teori organ milik Otto Von 
Gierke, teori Propriete Collective dari Planiol (gezamenlijke vermogens-
theorie Molengraaff) bahwa hak dan kewajiban badan hukum itu pada 
hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping 
hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan 
bersama. Anggota–anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing 
untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik 
bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak 
bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Dimana orang-orang yang 
terhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dalam membentuk 
satu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan 
hukum hanyalah suatu kontruksi yuridis saja. Dan pada teori ini berlaku 
untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk 
Yayasan teori ini tidak banyak artinya.31 Pada hakikatnya badan hukum 
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adalah sesuatu yang abstrak,32 kedudukan atau pengakuannya adalah 
semu, yaitu kehadirannya seolah tanpa bayangan. 
Banyak teori yang terkait dengan badan hukum, hanya satu teori 
yang substansinya justru tepat untuk badan hukum Yayasan selaku badan 
yang tidak mempunyai anggota, yaitu teori harta kekayaan bertujuan (Doel 
vermogen). Teori harta kekayaan bertujuan dipelopori oleh Brinz dimana 
menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. 
Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, 
sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa 
yang disebut hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-
hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah 
suatu harta - kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan 
kepunyaan suatu tujuan.33 
Terdapat banyak teori tentang badan hukum, namun tidak 
seluruhnya cocok diterapkan pada badan hukum. Teori yang ada tersebut 
harus disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh badan hukum 
tertentu, teori Propriete Collective misalnya, cocok diterapkan untuk badan 
hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk Yayasan teori ini tidak 
banyak bermanfaat. Sementara teori harta kekayaan yang dimiliki oleh 
seseorang dalam jabatannya (leer van Het Ambtelijk Vermogen) dapat 
juga diterapkan pada badan hukum Yayasan. Hal tersebut dikarenakan 
                                                             




teori ini mendekati teori kekayaan bertujuan. Yaitu teori harta kekayaan 
bertujuan (doelvermogens theorie) hanya tepat untuk badan hukum 
Yayasan yang tidak mempunyai anggota.34 Pada teori ini digambarkan 
bahwa yang terpenting kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu 
tanpa peduli siapakah badan hukum itu apakah manusia atau bukan, 
apakah kekayaan itu merupakan hak-hak normal atau tidak.35 
Masih kontra dengan teori organ dari Otto von Gierke mengenai 
badan hukum yang dikemukakan oleh Soediman Kartohadiprojo, oleh R. 
Ali. Rido bahwa badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana 
halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, 
kehendaknya, dan tidak mempunyai “central bewustzijn”. Oleh karena itu, 
ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus 
bertindak dengan perantaraan orang – orang biasa (natuurlijke personen), 
tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya saja, 
melainkan untuk dan atas pertanggungan-gugat badan hukum.36 
 Ketentuan yang memuat syarat-syarat konstitutief dari badan 
hukum yang dapat berupa anggaran dasar dan/atau undang-undang serta 
peraturan-peraturan lainnya menunjukkan, orang-orang yang dapat 
bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum. Orang – 
orang ini disebut organ (alat perlengkapan, seperti: pengurus, direksi dan 
sebagainya) dari badan hukum yang merupakan suatu esensialia dari 
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organisasi itu. Hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus (organ) 
kepada badan hukum itu. Hal ini tidak lain adalah suatu pengakuan, 
bahwa pengurus mewakili badan hukum. Sesuai dengan Pasal 1655 
KUHPerdata yang mengatakan, bahwa pengurus dapat mengikatkan 
badan hukum dengan pihak-pihak ketiga.37 
 Sehubungan dengan Yayasan adalah badan hukum, hal tersebut 
dapat dilihat mulai dari teori kekayaan bertujuan yang menyebutkan 
Yayasan sebagai badan/perkumpulan yang tidak mempunyai anggota. 
Yayasan merupakan suatu badan hukum sebab menurut teori ini hak- hak 
dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak jelas 
pemiliknya, dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang 
terikat oleh suatu tujuan. Pada Yayasan, tujuan yang dimaksud adalah 
tujuan yang bersifat idiil, sosial, dan, kemanusiaan.38 
 Untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin 
memberikan syarat sebagai berikut 39: 
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah; 
2. Mempunyai tujuan tertentu; 
3. Mempunyai kepentingan; 
4. Adanya organisasi yang teratur. 
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Dari sudut doktrin para ahli juga sepakat bahwa Yayasan adalah 
badan hukum, sebab telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan 
sebagai suatu badan hukum, walaupun tidak semua pendapat ahli 
menyebutkan di dalam definisinya bahwa Yayasan adalah badan 
hukum.40 
Apabila diperhatikan pendapat para ahli di atas,maka dapat 
disimpulkan bahwa Yayasan adalah badan hukum.Juga dalam beberapa 
ketentuan perundang-undangan juga telah mengelompokkan Yayasan 
dalam badan hukum. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/Sip/1973, telah 
berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum.41 
 Selanjutnya bagaimana awal hingga akhirnya Yayasan memeroleh 
kedudukan sebagai badan hukum, itu dikemukakan oleh Paul Scholten 
Yayasan sudah  lebih dahulu berkedudukan sebagai badan hukum dan 
memeroleh kedudukan badan hukum dari sumber lain, sehingga tanpa 
didaftarkan di Pengadilan dan diumumkan dalam Berita Negara. Bahkan 
menurutnya tanpa kata pun, sebenarnya Yayasan sudah berstatus 
sebagai badan hukum, tetapi beberapa pengurus Yayasan tetap 
melakukan pendaftaran dan pengumuman.42 
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 Setelah Yayasan diatur dalam hukum positif Indonesia, maka 
Yayasan memeroleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan 
oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia, atas nama Menteri. Ketentuan pelaksanaan melalui 
Kakanwil ini telah diubah oleh Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang 
Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.43 
  
4.  Ketentuan Pendirian Yayasan 
 Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih, baik warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta 
dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial 
yang tidak mencari keuntungan. Yayasan mempunyai pengurus yang 
diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian 
dengan kelangsungan hidup Yayasan.44 Terkait dengan pemisahan harta 
dari harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, menunjukkan 
bahwa pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena sudah sejak semula telah 
memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum 
Yayasan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk berpendapat 
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bahwa Yayasan adalah milik masyarakat. Orang asing pun pada dasarnya 
dapat mendirikan Yayasan di Indonesia.43 
 Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus 
dipenuhi untuk pendirian suatu Yayasan. Tujuan itu harus idiil, tidak boleh 
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan 
kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian 
keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan 
demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu Yayasan yang pada 
hakikatnya  bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.44 
 Chatamarrasjid Ais mengemukakan bahwa pada dasarnya untuk 
pendirian Yayasan diperlukan45 : 
1. Syarat-syarat materiil 
a. harus ada suatu pemisahan kekayaan suatu tujuan; 
b. suatu organisasi. 
2. Syarat-syarat formal 
Suatu Yayasan sekurang-kurangnya harus meliputi hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Harus bertujuan sosial dan kemanusiaan; 
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2. Tujuannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan; 
3. Dana Yayasan berasal dari harta kekayaan para pendiri 
yang dipisahkan dari sumbangan masyarakat; 
4. Kekayaan yang dipisahkan oleh para pendiri untuk 
mendirikan Yayasan haruslah sesuai dengan tujuan ayng 
ingin dicapai oleh Yayasan tersebut; 
5. Fasilitas yang diperoleh dan dana yang berhasil dihimpun 
oleh Yayasan harus dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai 
dengan tujuan Yayasan, bukan untuk kepentingan para 
pendirinya, pengurus Yayasan atau pihak ketiga kecuali 
untuk tujuan sosial; 
6. Yayasan dapat melakukan usaha atau kegiatan yang 
menghasilkan laba, tetapi memeroleh laba bukanlah 
tujuannya dan laba yang diperoleh harus digunakan untuk 
tujuan sosial; 
7. Yayasan harus terbuka untuk partisipasi masyarakat luas, di 
samping para karyawannya. 
Merujuk pada UUY menurut Anwar Borahima bahwa syarat-syarat 
untuk mendirikan Yayasan, adalah sebagai berikut 46 : 
1. Didirikan oleh satu orang atau lebih 
2. Ada kekayaan dipisahkan dari kekayaan pendirinya (modal) 
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3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa 
Indonesia 
4. Harus memeroleh pengesahan Menteri 
5. Diumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia 
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh 
Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum/ 
kesusilaan 
7. Nama Yayasan harus didahului dengan kata Yayasan 
 
1. Pendiri Yayasan 
Pendiri Yayasan adalah WNI atau WNA atau WNI yang bekerja 
sama dengan WNA. Jumlah pendiri bisa seorang saja, bisa juga lebih dari 
satu orang. 
 
 Seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (5),yaitu : 
 
Ayat (1) : Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan                        
memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, 
sebagai   kekayaan awal. 
 
Ayat (5) : Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) 
didirikan oleh satu orang asing atau bersama-sama 
orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian 





2.  Adanya Modal (Kekayaan Terpisah) 
Perbuatan hukum orang atau badan hukum sebagai pendiri suatu 
Yayasan untuk memisahkan kekayaan yang kemudian dijadikan sebagai 
kekayaan awal Yayasan merupakan elemen penting dalam pendirian 
Yayasan. Dengan pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri 
dengan kekayaan terputus. Oleh karena itu, pendiri Yayasan bukanlah 
pemilik Yayasan, sehingga di dalam Undang-undang Yayasan tidak 
dikenal istilah pemilik (Ownership). Jadi pendiri Yayasan tidak lagi 
mempunyai hak layaknya seorang pemilik, misalnya menjual atau 
mewariskan Yayasan.47 
Dalam Undang-undang telah disyaratkan adanya batas minimum 
kekayaan yang harus dipisahkan untuk mendirikan Yayasan, namun 
besarnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan Yayasan, serta 
untuk menghindari penyalah gunaan pendirian Yayasan.48 
 Untuk modal pendirianYayasan, dapat diperoleh dari 49:  
- Pemisahan kekayaan  berupa uang atau/dan barang; 
- Modal atau kekayaan yang berasal dari sumbangan atau bantuan 
yang tidak mengikat; 
- Wakaf; 
                                                             
47 Ibid. 
48 Ibid. 




- Hibah wasiat; dan  
- Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran 
Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
3.  Harus dengan akta notaris 
Pendirian suatu Yayasan harus dilakukan dengan pembuatan akta 
pendirian berupa akta notaris dan wajib dibuat dalam bahasa 
Indonesia.50Keharusan membuat akta untuk mendirikan Yayasan telah 
lama dilakukan jauh sebelum UUY diundangkan. Pembuatan akta 
pendirian Yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang 
mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta otentik merupakan syarat formal 
pendirian Yayasan. 
Sesuai Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UUY, bahwa : 
(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 
dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa 
Indonesia. 
(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. 
  
Sesuai Pasal di atas, bahwa Yayasan harus didirikan dengan 
akta notaris dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, 
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mengisyaratkan bahwa tanpa adanya notaris, maka pendirian 
Yayasan tidak akan pernah ada. 
Dalam uraianAnwar Borahima hal tersebut juga sesuai 
dengan pendapat Tumbuan (1988; 6), bahwa UUY mengamanatkan 
bahwa pendirian Yayasan harus dengan akta notaris. Dengan 
demikian dapat disimpulkan, bahwa akta notaris merupakan syarat  
adanya Yayasan (bestaansvoorwaarde). Selain itu, Yayasan dapat 
didirikan berdasarkan surat wasiat. Mengingat bahwa bentuk surat 
wasiat bermacam-macam, maka wasiat yang dimaksud adalah 
wasiat terbuka/umum (openbaartestmen), karena wasiat ini dibuat 
dihadapan notaris.51 
 Dalam hal Yayasan didirikan karena wasiat, maka posisi 
pendiri selaku penerima wasiat bersifat representatif atau ia 
bertindakmewakili pemberi wasiat. Jika surat wasiat tidak dijalankan, 
pengadilan bisa memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat 
untuk melaksanakan surat wasiat tersebut.52 
 
4. Harus memeroleh pengesahan dari menteri. 
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak 
dijelaskan, apa yang harus dilakukan selanjutnya, manakala telah 
dilaksanakan akta pendirian di hadapan notaris. Namun berdasarkan 
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Pasal 11 Ayat (1) UUY, Yayasan memeroleh status badan hukum 
setelah akta pendirian memeroleh pengesahan dari Menteri. Jadi 
dari pasal ini dapat disimpulkan, setelah dituangkan dalam akta 
notariil pendirian Yayasan, maka akta pendirian yang bersangkutan 
harus dimintakan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.53  
Pada Pasal 11 Ayat (2) UUY terkait kewenangan untuk 
melakukan pengesahan adalah Menteri bukan lagi Kantor Wilayah 
(Kanwil). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UUY yang dimaksud dengan 
Menteri adalah “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”, yang 
sebagaimana diketahui sekarang disebut “Menteri Hukum dan Hak 
Asasi”. 
Cara untuk memeroleh pengesahan adalah pendiri atau 
kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris 
yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Jangka waktu 
paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal pendirian Yayasan 
ditandatangani. Dalam memberikan pengesahan Menteri dapat 
meminta pertimbangan dari pihak terkait. Pengesahan ini diberikan 
dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal permohonan diterima. 
Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya 
yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Apabila 
permohonan pengesahan ditolak, maka Menteri wajib 
                                                             




memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan yaitu 
bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang Yayasan atau peraturan pelaksanaannya. 
 
5. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
Berdasar pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2)  UUY, akta pendirian 
yang telah disahkan, oleh pengurus Yayasan atau kuasanya 
dimohonkan kepada Kantor Percetakan Negara R.I. untuk 
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, kemudian dalam 
Pasal 24 dalam revisi UUY dinyatakan bahwa pengumuman melalui 
Tambahan Berita Negara tersebut langsung akan dilakukan oleh 
Menteri. Namun dalam praktiknya sampai sekarang, untuk 
pengumuman melalui Tambahan Berita Negara itu masih harus aktif 
dilakukan oleh pengurus Yayasan.54 
 Untuk pengumuman akta pendirian yang sudah sah 
hukumnya wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. 
Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu empat 
belas hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan 
disahkan/disetujui atau diterima Menteri. Pengumuman dikenakan 
biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Besarnya biaya pengumuman diperhitungkan sesuai dengan 
besarnya kekayaan Yayasan. Permohonan pengumuman dalam 
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Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan secara 
langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat. Selama 
pengumuman belum dilakukan, pengurus Yayasan bertanggung 
jawab secara renteng atas seluruh kerugian Yayasan (Pasal 25 
UUY No. 16 Tahun 2001 jo. Pasal 13A UUY No. 28 Tahun 2004). 
Maksud dari Pasal 25 jo. 13A tersebut adalah pemberian sanksi 
perdata kepada Pengurus karena Pengurus tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUY yang 
memuat mengenai kewajiban pengumuman akta sah pendirian 
Yayasan ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.55 
Sistem adanya pengumuman melalui Berita Negara ini, 
merupakan corak khas khusus dari Civil Law. Walaupun dalam 
sistem Commen Law tidak pernah ada keharusan pengumuman 
melalui State Gazet (dapat dilihat dalam Tambahan Berita 
Negara).56Pengumuman ini dianggap penting, untuk memenuhi asas 
publisitas, sehingga dengan pengumuman ini, pihak ketiga akan 
terikat dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
yang bersangkutan. Dengan kata lain, tanpa pengumuman, maka 
pihak ketiga tidak akan terikat perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
badan hukum tersebut. Walaupun fungsi pengumuman dan 
pendaftaran adalah sama, namun pendaftaran dan pengumuman 
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berbeda. Di Indonesia, kewajiban untuk didaftarkan bagi Yayasan 
tidak diatur di dalam UU Yayasan.57 
6. Penggunaan nama Yayasan 
Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah 
oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum 
dan/kesusilaan. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
kesamaan nama dengan Yayasan lain. Larangan ini dimaksudkan 
agar tidak menyesatkan masyarakat atau berhubungan dengan 
Yayasan. Selama ini sering sekali dijumpai persamaan nama 
beberapa Yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda.58 
7.   Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan” 
Sesuai Pasal 15 UUY dalam hal kekayaan Yayasan berasal 
dari wakaf, maka kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata 
“Yayasan”. 
Persyaratan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan 
penegasan identitas bagi Yayasan. Ketentuan ini sama dengan 
penyebutan untuk Perseroan Terbatas (PT) atau Firma (Fa) atau 
Perseroan Komanditer (CV).59 
 
 






B. ORGAN YAYASAN 
Organ Yayasan seperti halnya raga manusia yaitu harus ada untuk 
melakukan berbagai kegiatan. Tanpa organ Badan Hukum Yayasan tidak 
akan berjalan, karena badan hukum  jika dibandingkan dengan manusia 
memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Badan Hukum tidak 
termasuk kategori manusia, tidak dapat memeroleh semua hak-hak, tidak 
dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula 
melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada 
manusia. Khususnya dimana badan hukum itu tidak dapat melakukan 
perbuatan hukum di bidang kekeluargaan.60 
Hal-hal tersebut di atas salah satunya menjadi alasan mengapa 
organ adalah titik nadi sebuah Yayasan. Walau badan hukum itu 
menunjukkan kenyataan hukum (juridische realiteit) yang sama dengan 
manusia dalam hukum kekayaan, seperti dapat mempunyai hak 
kebendaan dan turut dalam pergaulan hukum sebagai pihak dalam suatu 
persetujuan.61 
 Mengenai kedudukan badan hukum yang disetarakan dengan 
manusia kemudian dianggap terlalu jauh, ditambahkan oleh Anwar 
Borahima bahwa Yayasan hakikatnya kehilangan daya berpikir dan 
kehendaknya, serta tidak mempunyai centraal bewustzijn, karenanya 
Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum sendiri. 
                                                             




Berbeda dengan subjek hukum dalam hal ini manusia yang dapat 
bertindak sendiri, Yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan 
subjek hukum mandiri, tetapi pada dasarnya adalah “orang ciptaan 
hukum” (artificial person) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum 
dengan perantara manusia selaku wakilnya.62 
 Walaupun di dalam bertindak Yayasan harus melalui perantaraan 
orang (natuurlijke personen), tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk 
dan atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban 
Yayasan.63Dalam hal perwakilan, bentuk perwakilan pada badan hukum 
itu sendiri merupakan suatu perwakilan khusus yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain dari organisasi badan 
hukum itu. Menurut Paul Scholten bentuk perwakilan yang demikian itu 
masih dalam golongan “aanstelling atau pengangkatan”.64 
Yayasan tidak dapat menghidupkan atau menjalankan dirinya 
sendiri, maka Yayasan membutuhkan alat perlengkapan yang dinamakan 
organ65 yang bertindak untuk dan atas pertanggung jawaban Yayasan.66 
Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah 
perbuatan badan hukum itu sendiri.Dalam hal perwakilannya ini tidak 
dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, 
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sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang diwakili oleh orang 
lain.67 
Melihat uraian hubungan antara organ dan Yayasan sebagai badan 
hukum maka dapat disimpulkan bahwa jelas tanpa organ Yayasan tidak 
akan hidup, sebaliknya tanpa lahirnya Yayasan dengan kedudukannya 
sebagai badan hukum maka perangkat yang disebut organ tidak akan 
pernah lahir. 
Lebih lanjut dikemukakan oleh Anwar Borahima mengenai 
perbedaan antara organ dan penerima kuasa, ukurannya adalah 
anggaran dasar. Tidak semua yang bekerja pada Yayasan (badan hukum) 
adalah organ, tetapi bisa saja orang yang bekerja berdasarkan pemberian 
kuasa. Indikatornya yaitu jika disebut dalam anggaran dasar berarti organ, 
tetapi kalau tidak berarti bukan organ melainkan penerima kuasa.68 
Menurut Soenawar Soekawati69, batasan perwakilan dapat 
mempertanggung jawabkan suatu perbuatan hukum kepada seseorang 
lain dari padapada yang berbuat, sepanjang batas wewenang yang 
diberikan kepadanya, untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan 
prinsipalnya, yaitu ketentuannya : 
1. mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum; 
2. dilaksanakan dalam batas wewenang; 
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3. dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan 
prinsipal.  
 
1.  Perangkat atau Organ Yayasan 
Berdasarkan Pasal 2 UUY, Yayasan mempunyai organ yang 
terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 
a.  Pembina 
   Pembina adalah organ Yayasan yang memiliki kewenangan 
dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut 
Yayasan, yaitu kewenangan yang tidak diserahkan kepada 
pengurus atau pengawas. 
Syarat atau Kualifikasi Seorang Pembina 
1. Orang perorangan (Pasal 27 Ayat (3)) atau para pendiri 
Pendiri sangat cocok menjadi pembina karena mereka yang 
merancang tujuan dan maksud pendirian Yayasan.70 Sama halnya di 
Amerika, bahwa untuk Badan Hukum Yayasan, para pendiri 
merupakan anggota Dewan Penyantun yang Pertama. Selaku 
Pembina tidak harus selalu pendiri Yayasan. Dengan kata lain, tidak 
semua pembina adalah pendiri Yayasan, sebab pembina dapat juga 
yang bukan pendiri, tetapi mereka  diangkat berdasarkan keputusan 
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rapat anggota pembina, atau mereka yang diangkat berdasarkan 
rapat gabungan seluruh anggota pengurus, anggota pengawas, jika 
Yayasan tidak lagi mempunyai pembina, tetapi semua pendiri otomatis 
menjadi pembina Yayasan. Pencalonan anggota pembina, dapat 
dicalonkan oleh pengurus atau pengawas.71 
2. Mempunyai dedikasi tinggi (Pasal 27 Ayat (3)). 
Penilaian dilakukan saat rapat anggota pembina. 
3. Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota 
pengurus dan anggota pengawas (Pasal 27 Ayat (4)). 
4. Tidak boleh merangkap menjadi pengurus atau pembina. 
 Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
menjalankan kewenangan dan tugas. 
5. Anggota pembina yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat 
tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan atau 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang kartu 
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Wewenang dan Kewajiban Pembina 
Dalam Pasal 28 Ayat (1) : “Pembina adalah organ yang mempunyai 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas 
oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar”.   
Kewenangan yang dimaksud dalam Ayat (1) meliputi72 : 
1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;  
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan 
pengawas; 
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar 
Yayasan; 
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan 
Yayasan, 
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran 
Yayasan; 
 Selain memiliki wewenang, pembina juga mempunyai kewajiban 
antara lain73 : 
1. Menunjuk likuidator jika Yayasan bubar. 
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2. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan 
selama satu tahun buku. Evaluasi itu dilakukan dalam rapat 
tahunan yang diadakan paling kurang sekali setahun. Evaluasi 
penghasilan Yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan bagi 
pengesahan anggaran belanja tahun yang akan datang. 
3. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun 
untuk melaksanakan kewenangannya. 
4. Mensahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh Pengurus dan 
Pengawas.74 
 Dilihat dari kewenangan pembina, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembina Yayasan adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi, 
dimana sang pendiri atau pembina sebagai orang yang meletakkan visi 
dan tujuan tertentu dari Yayasan yang didirikan. Kewenangan yang 
dimilikinya dikontrol atau harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, 
dimana anggaran dasar itu sendiri dalam perubahannya hanya dapat 
dilaksanakan dalam keputusan rapat pembina.75  
Dalam hal kepengurusan Yayasan, disebutkan ada beberapa 
perbuatan – perbuatan tertentu yang harus terlebih dahulu memeroleh 
persetujuan dari pembina. Perbuatan terakhir inilah yang tergolong 
sebagai “perbuatan kepemilikan” (daden van beschikking atau dinamakan 
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pula daden van eigendom). Perbuatan-perbuatan yang dimaksud seperti 
76 : 
1. meminjamkan atau meminjam uang atas nama Yayasan (tidak 
termasuk mengambil uang Yayasan di bank); 
2. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam 
berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri; 
3. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; 
4. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memeroleh harta 
tetap atas nama Yayasan; 
5. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan 
serta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan; 
6. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan 
Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau 
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut 
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. 
Dari kedudukan yang dimilikinya, seorang pembina Yayasan juga 
dikenai larangan, yaitu tidak boleh menduduki jabatan rangkap. Sesuai 
Pasal 29 UUY, yaitu : “Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai 
anggota pengurus dan/atau pengawas” 
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b.  Pengurus 
Pengurus adalah organ Yayasan yang mengurus Yayasan 
terutama mengenai hal-hal administratif. Pada struktur kepengurusan 
Yayasan tidak berbeda jauh dengan struktur kepengurusan organisasi 
pada umumnya. Struktur tersebut pada Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (3) 
sekurang-kurangnya susunan pengurus terdiri atas : 
 a.  seorang ketua; 
 b.  seorang sekretaris; dan 
 c. seorang bendahara. 
 Untuk susunan pengurus Yayasan, jumlah personilnya minimal 
satu orang untuk tiap jabatan. Adapunkualifikasi yang dituntut untuk duduk 
sebagai pengurus Yayasan adalah77: 
 a.  mampu mengurus Yayasan 
 b. mampu melakukan perbuatan hukum 
 c. bukan anggota pengawas atau Pembina  
Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat 
pembina untuk jangka waktu selama lima tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk satu kali masa jabatan.78 
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Kewenangan dan Kewajiban Pengurus79: 
1. Melaksanakan kepengurusan Yayasan; 
2. Mewakili Yayasan, baik didalam maupun di luar pengadilan (kecuali 
jika terjadi perkara antara Yayasan dan anggota pengurus 
bersangkutan atau adanya konflik kepentingan antara pengurus 
dengan Yayasan); 
3. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Yayasan; 
4. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika Yayasan 
didirikan untuk jangka waktu tertentu; 
5. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas; 
6. Wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan; 
7. Wajib bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat 
anggota pembina jika Yayasan tidak lagi mempunyai pembina; 
8. Wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng sekiranya terjadi 
pailit karena kesalahan anggota pengurus dan Yayasan tidak sanggup 
menutup kerugian; 
9. Wajib mengumumkan akta pendirian Yayasan atau perubahannya 
dalam Tambahan Berita Negara; 
                                                             
79  Anwar Borahima, Op., cit, h. 222 
     Rita M.- & J Law Firm, Op., cit, h. 22 
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10.  Wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu 
paling lama lima bulan sesudah tahun buku Yayasan ditutup; 
11. Wajib mengumumkan ikhtisar laporan dalam dua surat kabar harian 
berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang kekayaannya berasal dari 
negara atau memeroleh bantuan pemerintah, atau mewakili kekayaan 
dalam jumlah waktu tertentu; 
12. Mengusulkan kepada Pembina tentang perlunya penggabungan; 
13. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator; 
14. Wajib membuat dan menyimpan catatan yang berisi keterangan 
mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan 
Yayasan; 
15. Wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis mengenai : (a) 
Keadaan dan kegiatan selama setahun buku yang lalu dan hasil yang 
telah dicapai; (b) Posisi keuangaan pada akhir periode, aktivitas, arus 
kas, dan catatan laporan keuangan; serta (c) Hak dan kewajiban 
Yayasan akibat bertransaksi dengan pihak lain80 
16. Wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasanberupa 
bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan; 
17. Wajib memberitahukan kepada Menteri ketika terjadi pergantian 
pengawas; 
                                                             
80 Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UUY 
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18. Wajib menjaga kerahasiaan mengenai informasi yang tidak dapat 
diketahui umum; 
19. Wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pemeriksaan pengadilan. 
  Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan ganda yaitu 
melaksanakan kepengurusan dan perwakilan Yayasan. Sehubungan 
dengan tugas dan kewenangan tersebut, Undang-Undang 
Yayasanmenegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab 
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan tugasnya 
tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar Yayasan sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga. Ketentuan ini 
merupakan konsekuensi  dari “fidusiary relationship” antara Yayasan 
dengan pengurus pelaku organ Yayasan.81 
Kewenangan seorang pengurus juga dibatasi dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UUY yaitu :  
1. Menjaminkan hutang kepada Yayasan 
2. Mengalihkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan Pembina 
3. Memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain 
4. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan 
Yayasan dan perangkat Yayasan. 
                                                             




5. Mewakili Yayasan di pengadilan dalam perkara antara Yayasan 




  Pengawas adalah organ Yayasan yang mengontrol dan 
mengawasi kegiatan Yayasan dan menasihati pengurus. Anggota 
pengawas Yayasan diangkat oleh pembina dalam rapat pembina. 
Anggota pengawas diangkat untuk mengontrol dan menasihati 
pengurus dalam menjalankan tugas. Anggota pengawas ini diangkat 
untuk masa jabatan lima tahun dan seandainya dinilai memiliki dedikasi 
dalam menjalankan tugasnya pengawas diberi kesempatan sekali lagi 
dalam untuk mengawas Yayasan dalam kurun waktu yang diatur dalam 
AD. 
 Kualifikasi Pengawas Yayasan82 : 
1. Memiliki kemampuan mengontrol dan menasihati orang lain. Hal ini 
terkait dengan tugasnya mengawasi dan menasihati pengurus dalam 
menjalankan kegiatan Yayasan. (Pasal 40 Ayat 1). 
2. Kesanggupan melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 Ayat 3). Hal ini 
menyangkut status Yayasan yang berbadan hukum sehingga segala 
sesuatunya berhubungan dengan hukum. 
                                                             
82  Rita M.- & J Law Firm, Op., cit, h. 25 
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3. Bukan anggota pengurus dan pembina (Pasal 40 Ayat 4). 
(Penjelasan Pasal 31 Ayat 3). 
 
 Kewenangan dan Kewajiban Pengawas83 : 
1. Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus 
dalam menjalankan kegiatan Yayasan; 
2. Memberhentikan sementara anggota pengurus; 
3. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan 
pengurus. 
4. Wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab. 
5. Wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan 
sesama anggota sekiranya terjadi pailit karena kelalaiannya dan 
Yayasan tidak sanggup untuk menebus kerugian tersebut. 
6. Wajib menjalankan wewenang untuk memberhentikan sementara 
anggota pengurus dengan membeberkan alasannya (Pasal 42 dan 
Pasal 43 Ayat 1). 
Sesuai Pasal 43 Ayat (1) UUY, yaitu pengawas harus menyebutkan 
alasan yang jelas jika menggunakan haknya dan pemberhentian 
sementara yang dilakukan oleh pengawas Yayasan harus dalam jangka 
                                                             
83 Anwar Borahima, Op., cit, h. 226 
    Rita M.- & J Law Firm, Op., cit, h. 26 
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waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal pemberhentian 
sementara, dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Selanjutnya dalam 
jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Pembina 
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi 
kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah 
pembelaan diri, Pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan 
atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. Sebaliknya 
jika Pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian 
sementara tersebut batal demi hukum dan Pengurus Yayasan yang 
diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan 
karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pengurus Yayasan. 
 Seiring dengan tanggung jawab atas wewenang yang dipangkunya, 
seorang pengawas juga memiliki risiko hukum tersendiri. Risiko yang 
dibebankan kepada anggota pengawas seandainya Yayasan menjadi 
pailit karena kesalahan dan kelalaiannya. Anggota pengawas dituntut 
untuk menebus kerugian bahkan dapat dituntut di pengadilan. Risiko yang 
ditanggung pengawas pun berlipat karena tidak diperkenankan untuk 
diangkat menjadi pengawas di Yayasan lain. 
 
C. Harta Yayasan 
 Demi mencapai tujuannya yang filantropis, maka Yayasan 
membutuhkan dana yang cukup. Persoalan dana ini merupakan hal yang 
paling urgen bagi Yayasan, apalagi jika Yayasan tersebut tidak 
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mempunyai sumber penghasilan tetap.84Layaknya subjek hukum manusia 
sebagai makhluk ekonomi dalam kehidupan sosialnya atau dalam 
menunjang keberlangsungan hidupnya membutuhkan alat pendukung, 
yang mereka sebut uang. Cerita yang sama pada badan hukum Yayasan, 
sekalipun organnya tidak dipatutkan menerima penghasilan atau gaji 
dalam proses berjalannya Yayasan, tetapi semacam mutlak dibutuhkan 
dana atau biaya tertentu dalam pengoperasian Yayasan untuk mencapai 
tujuannya. 
 Sebelum hadirnya suatu Yayasan, pendiri pertama-tama harus 
memastikaan penyertaan dananya kepada Yayasan. Yaitu jumlah 
minimun harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri 
sebagai harta awal Yayasan ditetapkan dengan peraturan pemerintah85. 
Terpisahnya harta kekayaan Yayasan dari pendirinya disaat yang sama 
sekaligus menjadi simbol bahwa keterkaitan antara aset atau segala hal 
terkait Yayasan tidak ada hubungannya dengan pendiri layaknya manusia 
dengan benda miliknya, dengan kata lain seorang pendiri atau founder 
Yayasan bukanlah pemilik dari Yayasan tersebut. Adapun ketentuan batas 
minimun yang ditetapkan adalah dengan maksud untuk menjaga 
kesinambungan kegiatan Yayasan, serta untuk menghindari 
penyalahgunaan pendirian Yayasan. 
                                                             
84 Ibid, h. 109 
85 PP Nomor 63 Tahun 2008; Harta awal jika pendirinya orang perorangan atau Badan Indonesia 
adalah Rp.10.000.000,- sedangkan jika Yayasan didirikan oleh orang asing atau badan hukum 
asing maka modal awalnya adalah Rp.100.000.000,- 
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 Selain pada Pasal 1 Angka (1) UUY yang menekankan Yayasan 
sebagai badan hukum yang harta kekayaannya dipisahkan dari harta 
kekayaan pribadi pendiri, pendonor ataupun organnya, disebutkan juga 
mengenai pengalihan harta kekayaan pendiri dalam Pasal 9 Ayat (1) 
dalam UUY, yaitu pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi 
kekayaan awal suatu Yayasan pengalihan harta tersebut, dapat berupa 
uang dan barang dan akan menjadi kekayaan Yayasan terpisahkan dari 
pendiri atau pemiliknya untuk mencapai tujuan Yayasan. Hal seperti ini 
kemudian menjadi syarat materill dari suatu Yayasan. 
 Selain kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya, Yayasan juga 
dapat memeroleh harta berbentuk86 : 
1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; 
2. wakaf atau warisan; 
3. hibah atau hibah wasiat; 
4. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar 
Yayasan atau peraturan yang berlaku; 
5. bantuan pemerintah atau bantuan luar negeri. 
 Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan 
atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari negara, 
                                                             
86 Chatamarrasjid Ais, Op., cit, h. 8 
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masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Sementara yang dimaksud dengan wakaf adalah pemberian dari 
orang atau dari badan hukum. Kekayaan Yayasan yang berasal dari 
wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasiat yang 
diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
hukum waris. Adapun yang dimaksud dengan “perolehan lain”, misalnya 
deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil 
badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau hasil penyertaan Yayasan 
pada suatu badan usaha.87 
Dalam hal negara menyalurkan atau memberikan bantuan pada 
Yayasan diatur dalam UUY Pasal 27, yaitu : 
(1) Dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan 
kepada Yayasan. 
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian 
bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bantuan negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa 
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.88Yayasan yang 
sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri 
dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat 
berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan 
                                                             
87 Ibid. 
88 Ibid., h. 9 
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ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat 
(2) yang mencakup kekayaan selama sepuluh tahun sebelum Undang-
Undang ini diundangkan.89 
Adapun rincian sumber kekayaan Yayasan dapat berasal dari90 : 
1. sumbangan tunai oleh individu; 
2. donasi dari properti yang dimiliki secara individual; 
3. donasi dari kepemilikan yang diwariskan; 
4. donasi dari badan hukum. 
 Sebagai upaya untuk terus mendukung kegiatan atau dalam rangka 
mengembangkan Yayasan demi tercapainya tujuan Yayasan, maka 
pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan 
suatu badan usaha. Izin untuk memeroleh dana dari kegiatan usaha 
Yayasan itu juga tertafsir dalam Pasal 5 UUY yang menyebutkan bahwa 
kekayaan Yayasan termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan 
kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna untuk 
mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi 
anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan bekerja secara 
sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. 
                                                             
89 Pasal 72 UUY 
90 Anwar Borahima, Op., cit., h. 118 
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 Yayasan yang melakukan kegiatan komersial maka pendapatan 
dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu 
dicatat secara terpisah. Bahkan Yayasan dapat membentuk badan usaha 
tersendiri yang mengelola kegiatan bisinis dari Yayasan. Keuntungan 
bisnis tersebut kemudian menjadi tambahan pendapatan kas Yayasan. 
Ketentuan Yayasan melakukan penyertaan usaha diatur dalam Pasal 7 
Ayat (1) dan (2) UU No.16/2001 tentang Yayasan, yaitu  : 
 
(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya 
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. 
(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai 
bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan 
seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh 
lima persen)dari seluruh nilai kekayaanYayasan.  
 
Jadi Yayasan selain dapat mendirikan badan usaha sendiri, juga 
dapat menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal pada 
perusahaan lain, dengan ketentuan dari seluruh kekayaan yang 





                                                             






A.  Tipe Penelitian 
 Penelitian ini adalah penelitian normatif  karena penelitian ini 
termasuk penelitian yang menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-
ketentuan) yang ada.1 Juga merupakan penelitian doktrinal karena 
penelitian ini penelitian yang membahas secara sistematis katentuan-
ketentuan yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan 
antara ketentuan-ketentuan, mengkaji hambatan-hambatan yang 
dihadapi, dan kemungkinan memperkirakan pengembangan-
pengembangan di masa datang. 
 
B. Pendekatan Masalah 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Pendekatan perundang-undangan (statutory approach) yaitu 
pendekatan terhadap perundang-undangan nasional di bidang 
badan hukum Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUY),Undang-Undang 
                                                             
1Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip dalam Agus Yudha Hernoko, Hukum 
Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, h. 38 
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Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(selanjutnya disebut UU No. 20/2003),Peraturan Menteri Nomor 95 
Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan 
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disebut PM 
No. 95/2014), Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya 
disebut PP No. 63 Tahun 2008), Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang 
Yayasan (selanjutnya disebut PP No 2 Tahun 2013). Surat Edaran 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi perihal Larangan Alih Kelola Nomor 
420/E.E2/KL/2014 (SE No.420/2014 perihal Larangan Alih Kelola), 
Surat Edaran Nomor 1961/D/T/2009 perihal Proses Alih Kelola (SE 
No 1961/2009 perihal Proses Alih Kelola). 
b. Pendekatan Historis (historical approach) digunakan untuk melihat 
secara sekilas sejarah Yayasan termasuk perkembangan 
pengaturannya sebelum dan sesudah ditetapkan Yayasan sebagai 
badan hukum. 
 
C. Bahan Hukum  
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan 
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pendukung. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan 
perundang-undangan di bidang Yayasan dan yang terkait dengan 
masalah Yayasan, yaitu UUY, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Permen No. 95/2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan 
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan 
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, PP No. 63/2008 tentang 
Yayasan, SE No.420/2014 perihal Larangan Alih Kelola, SE No 1961/2009 
perihal Proses Alih Kelola. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari 
referensi berupa buku, jurnal, artikel yang terkait dengan permasalahan 
penelitian. 
 
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan bahan hukum telah peneliti lakukan dalam penelitian 
pustaka di perpustakaan Universitas Hasanuddin, Universitas X‟, 
Perpustakaan Pusat Kota Makassar, juga penelitian lapangan di Kantor 
Kopertis Wilayah IX Makassar, Rektorat Universitas  X‟, Akademik Hukum  
Universitas ‟ X‟‟,  Yayasan XX, Kantor Notaris Abdul Muis SH.MH. SH., 
M.H. Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai situs 
internet. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun 
sekunder, akan diidentifikasi dan diinventarisasi secara sistematis agar 










E. Analisis Bahan Hukum 
Setelah bahan hukum primer dan sekunder diidentifikasi dan 
diinventarisasi, bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan. 
 
F. Definisi Operasional 
Berdasarkan dari uraian yang ada penulis akan menjelaskan 
definisi operasional atas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini 
untuk menghindarkan kemungkinan perbedaan pengertian antara 
penafsiran dari suatu istilah yang dipakai beberapa konsep dasar yang 
akan digunakan dalam skripsi ini antara lain: 
1. Pihak adalah Yayasan itu sendiri dan orang-orang yang memiliki 
kepentingan langsung dengan Yayasan. 
2. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 
bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, yang tidak mempunyai 
anggota. 
3. Yayasan sosial adalah yayasan yang tujuan pendiriannya untuk 
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, misalnya mendirikan 
sekolah atau perguruan tinggi, rumah bagi yatim piatu, rumah sakit 
terutama bagi orang lanjut usia, dan lain sebagainya. 
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4. Peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian 
pengaturan tindakan atau perbuatan hukum dan/atau hubungan 
hukum yang sudah ada berdasarkan kebijakan atau peraturan 
yang lama terhadap kebijakan atau peraturan yang baru, dalam hal 
ini yang dimaksud adalah kebijakan kedua yayasan. 
5. Alih kelola adalah perubahan badan hukum penyelenggara 
perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak terkait dengan badan 
hukum penyelenggara PTS pada saat pendirian yang dilakukan 
dengan cara jual beli PTS ataupun cara lainnya. 
6. Pengelolaan adalah proses penyelenggaraan yayasan oleh organ 
yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. 
7. Harta kekayaan adalah uang dan/atau barang yang bernilai 
ekonomis yang menjadi milik badan hukum yayasan yang 
diperoleh dari pemisahan harta kekayaan pendiri yayasan maupun 
perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar 
yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
8. Pengadilan dan Kejaksaan adalah  Pengadilan Negeri dan 
Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Yayasan.  
9. Pertanggung jawaban dalam hal ini meliputi pertanggungjawaban 
pribadi pengurus, pertanggungjawaban renteng antara pengurus 
maupun pertanggungjawaban yayasan sebagai badan hukum. 
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10.  Akta Perubahan anggaran dasar yang harus memeroleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat oleh atau 
dihadapan Notaris berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang 
berisi perubahan ketentuan mengenai nama dan kegiatan 
Yayasan.2 
11.  Akibat Hukum adalah akibat-akibat atau konsekuensi yang timbul 
karena adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai ataupun tidak 
sesuai dengan peraturan dan/atau perundang-undangan yang 












                                                             
2 Keputusan Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM (Nomor: C-
26.HT.01.10, TH 2004) tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta 
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Setelah diterbitkannya UUY yang kemudian diundangkan tahun 
2002 keberadaan dan kegiatan Yayasan menjadi lebih tertib dan terarah 
sesuai dengan maksud dan tujuannya. Keberadaan atau eksistensi  
Yayasan akhirnya untuk kepastian, ketertiban serta fungsinya dijamin 
dalam hukum positif Indonesia, yaitu mulai dari syarat pendiriannya 
dicantumkan dengan jelas dalam UUY. Berdasarkan UUY Pasal 9 
Yayasan dapat didirikan oleh satu 1 (satu) orang atau lebih, dimana syarat 
ini memperlihatkan bahwa setiap orang dapat mendirikan Yayasan baik 
secara sendiri atau perorangan maupun bersama atau badan hukum. 
Pendirian Yayasan juga tidak memandang kewarganegaraan seseorang, 
sehingga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat 
mendirikan yayasan sesuai dengan syarat yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah, yaitu dalam hal ini PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. 
 Berikut sejarah ringkas pendirian kedua Yayasan yang menjadi 
objek penelitian penulis, yaitu  Yayasan XX selaku pihak yang melakukan 






a. Yayasan  HAS 
 Yayasan XX atau yang pertama kali dikenal dengan nama 
Yayasan Universitas X pertama kali didirikan dengan Akta No. 45 
tertanggal 9 Desember 1985 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, 
Sarjana Hukum, Notaris di Makassar. Akta kemudian didaftarkan pada 
tanggal 23 Oktober 1995 Nomor 46 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Ujung Pandang, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan Yayasan sebagaimana ditunjuk di dalam anggaran 
dasar yang merupakan bagian dari akta pendirian Yayasan Universitas X.  
 Berdasarkan hasil rapat Dewan Pendiri sebagaimana dimaksud 
dalam anggaran dasar Yayasan Pasal 6 dan Pasal 16 tentang perubahan 
anggaran dasar pendiri atau kuasanya kemudian memperbaharui 
Anggaran Dasar  Yayasan XX dengan  Akta Notaris Sistke Limowa, 
Sarjana Hukum tertanggal 11 Oktober 1995 No. 61. Akta perubahan 
anggaran dasar kemudian telah didaftarkan pada Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri tertanggal 23 Oktober 1995 No. 46. Perubahan 
tersebut menyangkut nama-nama organ yayasan dan rincian sumber 
kekayaan yayasan.1 
 Selanjutnya dari hasil rapat bersama antara Badan Penyelenggara 
Perguruan Tinggi Swasta dan Badan Pelaksana Harian Yayasan 
Universitas 45 berdasarkan persetujuan pembina diputuskan untuk 




kembali mengubah anggaran dasar Yayasan dalam hal ini termasuk 
mengubah nama Yayasan. Bahwa telah diputuskan dengan suara bulat ke 
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Universitas 45 berganti 
nama menjadi  Yayasan XX tertanggal 23 Oktober 1998 No. 34. Telah 
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tahun 1998 
No 66. 
Berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Yayasan, dalam UUY 
pasal 17 memang telah mengatur bahwa anggaran dasar dapat diubah, 
kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Berdasarkan hasil 
penelitian, setelah  Yayasan XX ini menyesuaikan anggaran dasar 
yayasannya yang saat itu ketentuan mengenai Yayasan belum diatur 
dalam hukum positif melainkan hanya berdasarkan hukum kebiasaan dan 
asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat  Yayasan XX sejak awal 
telah menentukan  maksud dan tujuan yayasannya di bidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan.  
 Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang diatur  dalam 
Akta Pendirian Yayasan Universitas “X” yang memiliki maksud dan tujuan 
di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, diatur pula dalam Pasal 5 
Anggaran Dasar  Yayasan XX pertanggal 1/12 Tahun 1998 mengenai 
cara atau usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan 
tersebut, yaitu Yayasan telah mendirikan dan mengelola : 
- Universitas 45, dengan sarana dan prasarana penunjangnya : 
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a. Rumah Sakit Umum X dan sebagai tempat praktek bagi 
mahasiswa Fakultas Kedokteran kelak dikemudian hari atas 
izin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. 
b. Mesjid Agung X sebagai tempat ibadah dan untuk pembinaan 
mental dan spiritual bagi mahasiswa dan masyarakat pada 
umumnya. 
c. Gedung Lestari X sebagai tempat pertemuan dan sebagai 
tempat seminar bagi mahasiswa dan masyarakat pada 
umumnya. 






b. Yayasan YY atau Y  Foundation 
 Yayasan YY berdiri pada tanggal 1 Maret 1983. Yayasan YY 
atau yang dikenal dengan Y  Foundation adalah nama baru dari nama 
sebelumnya Yayasan Haji M dengan akta pendirian oleh Notaris 
Mestariany Habie, Sarjana Hukum No. 84 pengesahan oleh 
Kemenkumham. Sama halnya dengan Yayasan serupa sesuai anggaran 
dasarnya maksud dan tujuan Yayasan ini bergerak dalam tiga bidang 
yaitu sosial, kemusiaan dan keagamaan. Dari segi sosial fokus pada 
peningkatan taraf pendidikan dan kesejahteraan rakyat dengan 
menyelenggarakan antara lain ; mendirikan berbagai lembaga pendidikan 
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formal dan non formal yang bersifat Islam, mendirikan koperasi dan 
melakukan usaha ekonomi, serta kegiatan sosial lainnya. Untuk segi 
kemanusiaan yaitu mengasuh anak yatim piatu (panti asuhan), sementara 
dari segi keagamaan yaitu mendirikan pesantren dengan mengusahakan 
biayanya dan melakukan dakwah. 
 Pada pertengahan tahun 2005 sama halnya dengan badan 
hukum Yayasan lainnya, Yayasan YY juga tunduk pada UUY yaitu pada 
tahun tersebut dilakukan perubahan atau penyesuaian anggaran dasar 
Yayasan berdasarkan UUY tahun 2001 dengan persetujuan 
Kemenkumham dengan rincian diantaranya perubahan nama Yayasan 
dan struktur organisasi Yayasan (organ) beserta rincian pendapatan dan 
kekayaan Yayasan. Tahun 2005 Yayasan YY resmi berganti nama 
menjadi YayasanY atau yang juga dikenal dengan nama Y  Foundation. 
         Bersama dengan perubahan anggaran dasarnya Yayasan Y 
menyusun visi misi baru, yaitu selain bergerak untuk kepentingan sosial, 
kemanusiaan dan keagamaan dalam kegiatan Yayasannya berbasis pada 
pelestarian lingkungan.  
 Saat ini YayasanY mempunyai enam program, yakni Program 
Sekolah-Pendidikan, Program Perkembangan Infrstruktur Sekolah, 
Program Pengembangan Kapasitas, Program Kesehatan dan Lingkungan, 
Program Sosial dan Keagamaan, dan Program Pemberdayaan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
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 Diantara program-program di atas terdapat dua fokus utama 
YayasanY. Pertama yaitu pada program pendidikan yang dalam dua 
tahun terakhir sedang dalam proses perkembangan. Hal tersebut dapat 
dilihat pada lahirnya beberapa institusi pendidikan milik Yayasan Y, yaitu 
Bina Insani Bogor, Y School Makassar, Politeknik Y Makassar, Sekolah 
Alam Y (TK), dan Universitas  X‟ Makassar yang masih sedang dalam 
proses persetujuan perubahan nama universitas. 
 Fokus kedua adalah program sosial kemasyarakatan, yang 
diusung dengan visi “Pembangunan Berkelanjutan”. Untuk program ini 
“Pembangunan Berkelanjutan” sebagian besar kegiatannya diusung atau 
menjadi bagian dari bentuk CSR perusahaan Y. 
 
A. Proses alih kelola  Yayasan XX „ X‟‟ ke Y  Foundation (Yayasan YY) 
berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
Setelah diterbitkannya UUY, kedudukan yayasan sebagai badan 
hukum dengan memiliki kekayaan sendiri atau terpisah dari organ ataupun 
foundernya menjadi jelas. Dengan diterbitkannya UUY telah memberikan 
kepastian hukum terkait yayasan yang selama ini hanya berdasarkan 
hukum kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung.  
 Dalam UUY ditegaskan yayasan sebagai badan hukum, itu berarti 
mempunyai hak dan kewajiban yang kurang lebih sama dengan subjek 
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atau badan hukum lainnya seperti perseroan dan lain sebagainya sesuai 
dengan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan terkait.  
Dalam Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 juncto 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tersebut mengatur berbagai hal mulai 
dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang pendirian, perubahan 
anggaran dasar, pengumuman, kekayaan, organ yayasan meliputi 
pembina, pengurus dan pengawas, juga diatur mengenai laporan tahunan, 
pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan 
asing yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, 
ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. 
Seperti yang telah dibahas penulis dalam tinjuan pustaka 
sebelumnya, secara garis besar perbuatan hukum alih kelola suatu 
yayasan belum diatur dalam perundangan ataupun peraturan lainnya. 
Sejauh ini perbuatan hukum tersebut hanya berdasarkan pantauan atau 
arahan dari Ditjen Dikti. Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh 
Ditjen Dikti tersebut mencakup mengenai pengertian alih kelola dan 
larangan alih kelola.  
Alih kelola adalah perubahan badan hukum penyelenggara 
perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak terkait dengan badan hukum 
penyelenggara PTS pada saat pendirian yang dilakukan dengan cara jual 
beli PTS ataupun cara lainnya. Dari pengertian tersebut penulis menarik 
dua poin terkait  Yayasan XX dan Yayasan YY, yaitu telah terjadi alih 
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kelola, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan badan hukum 
penyelenggara PTS dalam hal ini Universitas “X” ke badan hukum 
Yayasan YY yang sebelumnya tidak terafiliasi dengan  Yayasan X sebagai 
pengelola atau penyelenggara  Universitas “X”. Point kedua terkait bukti 
perbuatan hukum peralihan alih kelola tersebut ditandai dengan akta 
penggabungan kedua Yayasan. Sekalipun dalam pengertian alih kelola 
yang disebutkan dalam surat edaran Ditjen Dikti adalah dilakukan dengan 
cara jual beli tapi menurut penulis “ataupun dengan cara lainnya” cara lain 
yang dimaksud salah satunya dapat berupa penggabungan. 
Seperti halnya badan hukum lainnya atau layaknya perseroan, 
perjalanannya kadang tidak sejalan dengan yang dicita-citakan pada awal 
pendirian. Yayasan sebagai sebuah badan hukum, dapat menemui 
berbagai hambatan, baik dalam melaksanakan kegiatannya, posisi 
keuangan, maupun permasalahan terhadap organ yayasan sendiri secara 
internal atau masalah dengan pihak ketiga secara eksternal.  
Perbuatan hukum Yayasan dengan pihak ketiga yang dimaksud 
diantara seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, penggabungan 
dan sebagainya. Semua perbuatan hukum tersebut adalah tunduk pada 
ketentuan UUY, adapun perbuatan hukum yang diambil oleh organ 
Yayasan harus mengutamakan apa yang menjadi visi misi sebuah 
yayasan. Seperti halnya jual beli, dilarang memperjual belikan atau 
membagikan hasil jual beli aset/kekayaan Yayasan diluar dari pada untuk 
kepentingan Yayasan itu sendiri. Terkait dengan apa yang menjadi 
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kepentingan sebuah Yayasan tentu saja adalah menjalankan atau 
melanjutkan visi misi atau tujuannya, dan mensejahterakan organ 
Yayasan berdasarkan UUY tidak termasuk dalam tujuan tersebut. 
Pasal 5 UUY No. 28 Tahun 2004 : 
Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan 
lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, 
dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak 
langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau 
bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, 
Pengurus, dan Pengawas. Pengecualian dari hal tersebut dapat 
ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus 
menerma gaji , upah, atau honorarium dalam hal pengurus 
Yayasan :  
1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, 
pembina, dan pengawas; dan 
2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan 
penuh. 
Selain dari ketentuan di atas pada Pasal 37 UUY No. 16 Tahun 
2001 juga membatasi perbuatan hukum pengurus Yayasan, diatur yaitu 
pengurus tidak berwenang: 
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang 
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2. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan 
pembina, dan 
3. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain 
 
 Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang 
terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas 
Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. Dalam hal 
kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan 
Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, 
maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung 
jawab atas kerugian tersebut. Jadi bahwa untuk setiap perbuatan hukum 
terkait Yayasan harus berdasarkan UUY dan Anggaran Dasar Yayasan, 
adapun berlaku pengecualian atas perbuatan hukum semata dalam 
rangka mencapai tujuan Yayasan. 
Kemudian alih kelola yang disebabkan karena penggabungan 
kepada yayasan lain diperbolehkan sepanjang mengikuti ketentuan 
perundangan yang berlaku dan sepanjang tidak berimplikasi tidak baik 
pada tujuan dan kepentingan Yayasan. Dalam hal ini  Yayasan XX 
menyelenggarakan Universitas “X”, artinya kepentingan yang dimaksud 
adalah untuk kemaslahatan mahasiswanya. Penggabungan sendiri diatur 
dalam UUY  No. 16 Tahun 2001 Pasal 57 ayat (2) menyebutkan beberapa 
hal yang dapat menjadi alasan penggabungan Yayasan diantara; 
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1. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa 
dukungan Yayasan lain; 
2. Yayasan yang menerima penggabungan dann yang bergabung 
kegiatannya sejenis; atau 
3. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, 
ketertiban umum dan kesusilaan. 
Sebelum penulis melangkah jauh pada  tahap terjadinya 
penggabungan kedua Yayasan, sebelumnya penulis telah melakukan pra 
penelitian dengan teknik interview dan teknik diskusi terfokus tepatnya di 
dua bulan terakhir tahun 2014 di Kantor Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan 
di Universitas „‟X‟‟. Kopertis selaku pihak yang mengkoordinir PTS-PTS 
yang ada dalam hal ini di wilayah kota Makassar dengan melakukan 
kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Penulis melakukan 
pra penelitian pertama kali pada kantor Kopertis dengan maksud untuk 
mengetahui terlebih dahulu gambaran status Universitas “X” nya itu 
sendiri. Berikut hasil interview penulis terkait perbuatan hukum Yayasan 
yang mengakibatkan perubahan hak penyelenggara Universitas “X”: 
“Kami tidak dan belum pernah menerima konfirmasi mengenai 
Yayasan yang Anda maksud. Juga tidak ada dan belum ada masuk 
permohonan rekomendasi pergantian atau perubahan nama PTS 
Universitas “X”. Nama PTS yang terdaftar disini masih Universitas 
“X” yang dinaungi  Yayasan XX ……” (Interview dengan staf seksi 
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Kelembagaan dan Kerjasama, pada bulan November-Desember 
Tahun 2014). 
Sebagai lanjutan pra penelitian penulis berinisiatif kembali 
mengunjungi Kantor Kopertis dan memastikan catatan mereka terkait 
status Universitas “X”. Seperti hal nya pada pra penelitian akhir tahun 
2014 sampai pada waktu penelitian penulis diawal tahun 2015 catatan 
Universitas “X” masih sama dan belum ada perubahan ataupun 
permohonan rekomendasi perubahan nama universitas.  
“Untuk perubahan nama PTS nya kemungkinan besar itu sudah di 
proses di Dikti sekarang…karena sudah ada Permen baru yang 
sudah diterbitkan oleh kementerian. Mereka mungkin saja tidak 
lewat sini (Kantor Kopertis Wilayah IX) melainkan langsung 
menyurat ke pusat (Kemristek-dikti dulu Kemristek-dikti dulu 
Kemdikbud)... Kalau perubahan nama tersebut sudah disetujui oleh 
pusat, pasti akan diteruskan kembali ke sini. Tapi sampai sekarang 
itu belum ada, sehingga catatan yang terdaftar itu memang masih 
universitas dengan nama yang lama. (Interview dengan staf seksi 
Kelembagaan dan Kerjasama, pada bulan Januari Tahun 2015). 
 
Pendapat penulis terkait hasil pra penelitian di Kantor Kopertis di 
atas yaitu bahwa hal tersebut berbanding lurus dengan masih banyaknya 
„‟embel-embel‟‟ penggunaan nama universitas lama di titik-titik strategis 
universitas. Juga diantaranya pada kop surat (resmi) yang penulis 
temukan dan umbul atau palang utama pagar universitas yang masih 
menggunakan simbol atau nama universitas lama. Terkait dengan 
perubahan badan penyelenggaranya menurut penulis adalah hal wajar 
pihak kopertis tidak mengetahui atau tidak menerima konfirmasi terkait 
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perubahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan porsi 
Kopertis yang bertindak selaku lembaga yang mengkoordinir kegiatan dan 
perkembangan universitas dan segala yang ada didalamnya. Kopertis 
tidak bertindak sebagai pengawas yayasan ataupun mengurusi segala hal 
terkait perbuatan hukum yayasan sebagai Badan Penyelenggara 
universitas.  
Terkait hasil interview terakhir di tahap penelitian, hasil yang 
didapatkan penulis memang tidak berbeda jauh dengan hasil interview 
pertama. Tapi pada tahap ini telah ditemukan asumsi dari pihak kopertis 
bahwa untuk perubahan nama universitas kemungkinan sedang diproses 
saat ini. Menurut penulis sekalipun berangkat dari asumsi yang kepastian 
kebenarannya belum pasti, tapi ini kontra dengan ketentuan Permen No. 
95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi. 
Pada Pasal 19 huruf a diatur mengenai prosedur perubahan PTS 
bahwa Badan Penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi di wilayah PTS akan diubah. Ada ketentuan yang 
mengatur bahwa Badan Penyelenggara sebelum akan mengusulkan 
perubahan PTS ke pusat terlebih dahulu ada prosedur sebagai bagian 
dari dokumen yang harus dilengkapi. Permohonan rekomendasi tersebut 
sebagaimana dimaksud dalam Permen, dilaksanakan oleh Kopertis dalam 
hal ini Kantor Kopertis Wilayah IX. Artinya tanpa surat rekomendasi 
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tersebut penulis berpendapat cacat administrasi apabila disetujui oleh 
Kemristek-Dikti. Berangkat dari asumsi di atas penulis berpendapat 
sampai pada tahap penelitian ini terkait perubahan nama PTS 
kemungkinan besar belum di usulkan oleh Badan Penyelenggara 
universitas. 
 Berhubung  dengan segala ketentuan yang mengatur mengenai 
PTS, surat edaran Kemristek-Dikti (Kemdikbud- Dikti) sebelumnya perihal 
larangan alih kelola PTS bersamaan dengan diterbitkannya Permen No. 
95 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perubahan nama, lokasi, 
dan/atau bentuk PTS lain serta disebutkan perubahan bentuk Badan 
Penyelenggara tertentu menjadi Bentuk Penyelenggara Lain. Maka 
dengan sendirinya surat edaran tersebut akan terbantahkan atau dapat 
dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Tapi esensi dari surat edaran tersebut tetap akan bertahan, 
menurut penulis itu sejalan dengan PP No. 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : 
(1) Perubahan PTS dapat berupa : 
a. Perubahan bentuk; 
b. Perubahan nama; dan/atau 
c. Perubahan lokasi/domisili. 
(2) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 




Maksud penulis esensi yang ada pada surat edaran yang 
kedudukannya pada hirarki perundangan lebih rendah itu tidak serta merta 
ikut terhapus. Walaupun Peraturan Pemerintah ataupun Permen yang 
telah diterbitkan itu telah mengatur perubahan nama, domisili, bentuk 
serta perubahan Badan Penyelenggara PTS yang akan mengakibatkan 
peralihan alih kelola PTS. Hal tersebut diantaranya untuk segala bentuk 
perubahan yang akan dilakukan PTS ataupun Badan Penyelenggara 
(Yayasan) harus mendapatkan izin dari Kementerian.  
Dalam artian usul perubahan itu disetujui atau tidak oleh 
Kementerian tergantung pada apa yang menjadi alasan usul perubahan 
tersebut diajukan. Berikut alasan yang dimaksud diantaranya harus 
mengutamakan kepentingan mahasiswa (termasuk status alumninya), hal-
hal tersebut esensinya sama menurut penulis dengan yang terkandung 
dalam surat edaran sebelumnya perihal larangan alih kelola (PTS).  
 Pada pra-penelitian kedua yang penulis lakukan di Universitas “X”, 
penulis menggunakan teknik diskusi terfokus (kelompok) yaitu teknik 
diskusi yang mengikutsertakan beberapa orang, diantaranya staf 
akademik, dosen dan pejabat akademik Universitas “X” periode 2011 
diwaktu dan tempat yang sama. Berikut petikan hasil diskusi penulis 
terkait alih kelola  Yayasan XX ; 
“Pertama ini bukan jual beli, itu jelas dilarang dalam UU. Antara  
Yayasan XX dan Yayasan YY itu adalah alih kelola.. Yayasan 
kemudian dinilai dengan uang itu bahasa media saja, jadi akhirnya 
masyakarat luar hanya mengetahui sebatas itu. Padahal yang 
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dinilai dengan uang itu (jual-beli) meliputi aset pribadi HASbukan 
Yayasan. ….Terdiri atas tanah dan bangunan (gedung lestari, 
pasca, dan gedung universitas “X”). Untuk kedua Yayasan proses 
peralihannya itu berlangsung lama (*tahun kurang jelas). Peralihan 
alih kelola dari Yayasan lama ke Yayasan Baru, sehingga Yayasan 
lama dinyatakan bubar. …Terkait Yayasan dan universitas adalah 
terjadi pergantian kepengurusan atau alih kelola manajemen”. 
Untuk status mahasiswanya sampai saat ini tidak ada perubahan, 
termasuk alumninya legalisir ijazahnya sebagai mahasiswa “X” 
karena memang belum ada perubahan nama universitas, kebijakan 
dalam kampus (Universitas “X”) juga itu tidak ada yang berubah. 
Mungkin perubahan namanya (PTS) sementara diproses saat ini…” 
(Diskusi bersama staf akademik dan dosen fakultas hukum dan 
akademisi sekaligus rektor Universitas “X” periode tahun 
2011..Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H pada bulan November 
2014)  
 
 Pertama penulis memperlihatkan surat pra-penelitian dengan judul 
jual-beli antara kedua Yayasan tersebut, kemudian dikoreksi oleh Prof 
Rahman dan meluruskan bahwa yang terjadi adalah alih kelola bukan jual 
beli Yayasan. Pada kesempatan ini penulis mendapatkan informasi  atau 
data primer bahwa aset Yayasan tidak berupa tanah maupun gedung. 
Selanjutnya yang termasuk aset Yayasan sendiri tidak dijelaskan lebih 
jauh berupa apa dan mengenai mesjid Agung “X” sendiri pada 
kesempatan tersebut penulis tidak mendapatkan informasi lebih rinci. 
Untuk gedung pada kesempatan yang sama penulis juga tidak 
mendapatkan informasi apakah Yayasan menggunakannya dengan 
berbekal sertifikat HGB, sewa menyewa atau sejenisnya. 
 Keterangan bahwa tidak ada perubahan kebijakan-akademik 
terhadap kegiatan universitas selepas adanya peralihan Yayasan menurut 
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penulis hal tersebut telah sejalan dengan peraturan terkait. Bahwa antara 
Yayasan dan sebuah universitas atau lembaga pendidikan yang 
dibawahinya masing-masing memiliki anggaran dasar atau statuta 
tersendiri/terpisah yang tidak boleh dicampur adukkan. Jadi sekalipun 
Yayasan sebagai penyelenggara universitas, menurut penulis adalah 
sudah ideal jika sebuah Yayasan dimanan organnya  tidak ikut campur 
terlalu jauh kedalam urusan akademik atau kebijakan universitas. 
Terakhir penulis ingin menambahkan sedikit argumen berdasarkan 
hasil pra-penelitian dilingkup universitas “X” berserta hasil diskusi terfokus 
yang dilakukan diruang pertemuan akademisi fakultas hukum universitas 
“X”. Bahwa diantara mereka ada yang sebagai tenaga pengajar atau 
dosen tetap dan sampai staf akademik bahwa sebelumnya masih ada 
yang bersikukuh terhadap penulis menyatakan pemahaman mereka 
bahwa  Yayasan XX itu masih ada dan belum bubar dan lain sebagainya. 
Menurut penulis hal-hal yang demikianlah menjadi bukti bahwa 
pemahaman tentang Yayasan beserta esensinya kemudian dikaitkan 
dengan  Yayasan XX penulis memaknai bahwa jangankan kalangan luar 
saja tapi kalangan internal terkhusus fakultas hukum yang notabanenya 
„melek‟  hukum belum mengetahui secara aktual tepatnya seperti apa 
perbuatan hukum dan kedudukan  Yayasan XX hingga saat ini. 
 Kembali pada tahap penelitian penulis berkesempatan 
menginterview Wakil Rektor III Universitas “X” periode tahun 2013. Berikut 
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kutipan hasil interview penulis terkait status Universitas “X” dan 
mahasiswanya : 
“Setelah berpindah kepemilikan pihak universitas berinisiatif 
melakukan sosialisasi penggunaan nama baru yaitu dari 
Universitas “X” menjadi Universitas Y “X”. Bentuk sosialisasinya itu 
diantaranya penggunaan seragamY mulai dari pejabat sampai staf 
akademiknya, lewat web, juga ada pamplet. Penggunaan seragam 
dipakai saat ini sebagai bentuk sosialisasi saja tapi entahlah 
kedepannya jika memang ada kebijakan untuk mengenakannya 
secara berkelanjutan itu tidak ada persoalan juga, yang penting kan 
disana tidak ada logo Y corp. nanti.  …Dalam sosialisasi ini tidak 
ada yang berbenturan dengan hukum, karena memang tidak ada 
larangan untuk melakukan promosi…, selama dalam promosinya 
tidak melakukan perbuatan hukum yang kemudian berpotensi 
merugikan orang lain ya sah sah saja kan… Memang sampai saat 
ini belum ada keluar persetujuan mengenai perubahan nama 
universitas, …itu administrasinya sementara berproses, …kemarin 
kita sudah memohon rekomendasi Kopertis (waktu permohonan 
rekomendasi kurang jelas). …Karena yang terdaftar masih nama 
universitas lama jadi memang untuk kegiatan-kegiatan resmi, 
seperti menyurat dan sebagainya itu juga masih atas nama 
universitas lama. …Untuk alumni statusnya itu diakui sama dengan 
alumni setelah peralihan,  tapi sampai saat ini legalisir ijazah, itu 
masih menggunakan logo dan universitas lama.” (Interview dengan 
Wakil Rektor III Universitas “X” periode Tahun 2014, Abd. Haris 
Hamid, S.H., M.H pada tanggal 4 Mei 2015). 
 
 Berdasarkan oberservasi jauh hari sebelumnya penulis dapat 
melihat nuansa yang jauh berbeda sebelum adanya peralihan. Nuansa 
biru-merah mulai dari lift dan beberapa titik-titik strategis dalam gedung 
yayasan dan kampus menghiasi sekitar beserta dengan logo Y. Termasuk 
penggunaan seragam yang pada umumnya dikenakan oleh para pegawai 
Y Corp. ikut dikenakan oleh kalangan internal kampus. Terdapat 
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perbedaan pada seragam sebelah kanan depan ada tulisan dengan 
harstag “Universitas Y “X” sementara untuk sebelah kiri terdapat logo Y 
Corp.  
Sebelumnya diawal kesempatan interview, penulis menyempatkan 
mencari tahu persepsi tafsiran alih kelola menurut Abd. Haris Hamid (WR 
III “X”) yaitu menurut beliau yang dimaksud alih kelola dalam hal ini, yaitu 
peralihan aset dan manajemen Yayasan dan seluruh yang ada 
dibawahnya (dalam hal ini PTS) kepemegang hak yang baru dan 
menjadikan badan hukum penyelenggara sebelumnya menjadi bubar. 
Maksud penulis mengajukan pertanyaan mengenai tafsiran alih kelola 
disetiap awal penelitian terhadap responden adalah untuk mengetahui dan 
menghindari multi-tafsir tentang alih kelola itu sendiri. Mengingat untuk 
definisi alih kelola ataupun peraturan mengenai alih kelola sampai detik ini 
belum ada diterbitkan hukum atau peraturan yang mengaturnya. 
Masih mengenai pengertian alih kelola, penulis juga 
berkesempatan melakukan interview dengan Tatang, S.H., (pegawai 
notaris DR. Abdul Muis  S.H., M.H yang selanjutnya penulis sebut Notaris) 
selaku pihak yang menyusun seluruh rancangan akta jual beli ataupun 
penggabungan ketiga Yayasan tersebut. Menurut beliau alih kelola yang 
dimaksud disini yaitu setelah Yayasan digabungkan ke dalam Yayasan 
yang menerima penggabungan maka seluruh hak kelola yang ada diambil 
alih oleh yang menerima penggabungan. Ditambahkan oleh beliau bahwa 
hak kelola inilah yang paling berharga diantara hak lainnya, yaitu lebih 
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bernilai dari pada hak-hak kepemilikan atas gedung ataupun tanah yang 
dibeli itu. 
Selanjutnya berdasarkan hasil interview yang kemudian didukung 
dengan beberapa data sekunder baik di Kantor Notaris maupun di bagian 
legal Yayasan Y  Foundation, penulis akan memaparkan rincian proses 
penggabungan ketiga Yayasan tersebut yang mengakibatkan terjadinya 
alih kelola.  
Yayasan yang akan melakukan penggabungan harus mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya UUY dan PP yang 
mengaturnya. Pada PP No. 63 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 2 yang 
dimaksud dengan penggabungan, yaitu : 
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 
Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan 
lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva 
dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada 
Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang 
menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan 
likuidasi. 
 
Model penggabungan Yayasan dilaksanakan secara sekuler, yaitu 
berlangsung lama atau bertahap. Pertama dilakukan perubahan Anggaran 
Dasar terlebih dahulu. Perubahan Anggaran Dasar yang memuat 
mengenai pergantian organ pengurus dan pembina.2 Sebelum membahas 
lebih lanjut mengenai tahap Perubahan Anggaran Dasar tersebut penulis 
                                                             
2 Hasil Interview penulis bersama dengan bagian legal Y  Foundation pada tanggal 07 Mei   2015. 
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akan mencantumkan hal-hal yang biasanya dimuat dalam sebuah 
Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UUY, yaitu : 
1. nama dan tempat kedudukan Yayasan; 
2. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan 
tujuan tersebut; 
3. jangka waktu pendirian; 
4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi 
pendiri dalam bentuk uang atau benda; 
5. cara memeroleh dan menggunakan kekayaan; 
6. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota 
Pembina, Pengurus, dan Pengawas; 
7. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; 
8. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan; 
9. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 
10.  penggabungan dan pembubaran yayasan; dan 
11.  Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan 
Yayasan setelah pembubaran. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk  Yayasan XX sendiri isi 
Anggaran Dasarnya kurang lebih sama memuat unsur-unsur pokok di atas 
secara terperinci. Kurang lebihnya penulis telah mencantumkannya pada 
halaman profil  Yayasan XX di atas. Bahwa  Yayasan XX berkedudukan 
atau berkantor pusat di Makassar dengan jangka waktu pendirian yang 
tidak ditentukan lamanya. Maksud dan tujuan di bidang sosial, yaitu 
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berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka 
membentuk sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, memeratakan 
pendidikan, serta ikut membina kesejahteraan sosial.  
Kekayaan Yayasan sendiri yang juga sebagai modal awal Yayasan 
yaitu berupa uang tunai yang telah dipisahkan dari harta pribadi 
bersangkutan kemudian disetor langsung oleh Pendiri pertama Yayasan, 
yaitu HAS (saat itu bernama Yayasan Universitas “X”). Tambahan 
kekayaan Yayasan juga didapatkan dari (para) pendiri atau disebut 
sebagai badan pendiri/badan penyelenggara PTS (BP-PTS) yang 
kemudian dimasukkan ke dalam Yayasan sebagai tambahan modal 
pangkal (pertama). Serta pendapatan-pendapatan Yayasan lainnya yang 
sah seperti bantuan pemerintah, sumbangan, hibah yang sifatnya tidak 
mengikat dan pendapatan-pendapatan lain yang sah. 
Adapun yang dimaksud sebagai dewan pendiri berdasarkan 
Anggaran Dasar 1995 yaitu ;  - Haji Surono 
 - HAS 
 - DR. Andi JS, SE., MBA. 
 - Prof. Mr. DR. Haji Andi Zainal Abidin 
Farid 
 - Prof. Drs. Haji Burhamzah, MBA. 
 Terkait Anggaran Dasar Yayasan hal yang perlu diperhatikan 
adalah baik pendirian Yayasan maupun perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan harus menggunakan akta otentik dan dibuat dalam bahasa 
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Indonesia.3 Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan 
ketentuannya dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan 
Yayasan. 
 Kemudian perubahan substansi Anggaran Dasar berdasarkan 
ketentuan yang mengaturnya dapat dikategorikan menjadi tiga kategori :4 
1. Hal yang tidak boleh diubah 
2. Hal yang boleh diubah dengan mendapat persetujuan Menteri 
3. Hal yang boleh diubah cukup dengan diberitahukan kepada 
Menteri 
Untuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan 
Menteri, maka keputusan tersebut harus diberikan dalam jangka waktu 
paling lambat tiga puluh hari  terhitung sejak tanggal permohonan 
diterima. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus 
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam 
jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya.  
Umumnya, alasan penolakan terkait erat dengan adanya cacat hukum 
dalam perubahan anggaran dasar Yayasan.5   
                                                             
3 UUY 16/2001 Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) 
4 Hal yang tidak boleh diubah dari substansi Yayasan yaitu mengenai maksud dan tujuan sesuai 
Pasal 17 jo 21 UUY 16/2001 (meliputi perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus dengan 
persetujuan Menteri) jo 18 ayat (1) dan (3) yakni perubahan hal-hal yang cukup diberitahukan 
yaitu selain dari yang disebutkan sebelumnya) jo PP No. 2/2013 (termasuk perubahan domisili 
Yayasan) 
5  Rita M. –L & J Law Firm. Op., Cit. h.18 
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Masuk pada tahapan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan 
Anggaran Dasar Yayasan dan ketentuan UUY yaitu, pertama dibuat Berita 
Acara Rancangan Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 10 Agustus 
2013. Berita Acara Rancangan atau keputusan untuk melakukan 
perubahan dan memperbaharui anggaran dasar Yayasan lewat rapat 
pembina dinyatakan korum dengan hasil keputusan rapat berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat. Untuk perubahannya sendiri dilakukan lebih 
dari satu kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar pertama terkait 
perubahan organ kepengurusan. Kemudian menyusul rapat pembina 
mengenai perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan data pembina. 
Dari hasil rapat pembina yang sebelumnya telah dinyatakan korum 
dengan hasil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, suara 
terbanyak oleh pembina menyetujui perubahan anggaran dasar tersebut 
dituangkan kedalam akta notaris. Oleh pengurus pada tanggal 12 Agustus 
2013 hasil keputusan rapat perubahan anggaran dasar tersebut di 
hadapkan pada notaris dan dibuatkan kedalam akta otentik. 
Untuk perubahan organ dan data Yayasan seperti halnya di atas 
termasuk kedalam perubahan yang tidak memerlukan persetujuan oleh 
Menteri, yaitu cukup diberitahukan saja. Pemberitahuan tersebut 
disampaikan oleh pengurus Yayasan dengan lampiran salinan akta 
perubahan Anggaran Dasar Yayasan, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, serta bukti 
penyetoran biaya pemberitahuan dan pengumuman. Sementara untuk 
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tanggal efektif berlakunya  perubahan tersebut terhitung sejak tanggal 
perubahan data dicatat dalam daftar Yayasan.6 
 Sebelumnya Yayasan seperti halnya di atas dalam melakukan 
perubahan Anggaran Dasar, juga harus melampirkan fotokopi NPWP. 
Timbul pertanyaan apa hubungannya Yayasan yang notabanenya badan 
hukum yang tidak bersifat komersil kemudian dikaitkan dengan pajak.  
 Dalam praktiknya, Yayasan sebelum pengesahan, Yayasan terlebih 
dahulu mendaftarkan diri lebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak yang 
mempunyai wewenang di tempat domisili Yayasan yang ditentukan dalam 
Anggaran Dasar, untuk memeroleh NPWP. Hal tersebut sesuai dengan 
status Yayasan sebagai badan hukum, yaitu dalam sistem perpajakan 
Indonesia dikenal dua macam pajak; pertama Pajak Penghasilan Pribadi 
dan kedua Pajak Penghasilan Badan. Bagi mereka orang perorangan 
yang memeroleh hasil, dikenakan Pajak Penghasilan Pribadi. Sebaliknya 
jika suatu badan, tanpa memperdulikan statusnya apakah status berstatus 
badan hukum atau tidak berbadan hukum, dikenakan Pajak Penghasilan 
Badan.7 
 Lebih jauh mengenai pajak memang tidak diatur dalam UUY 
ataupun peraturan mengenai Yayasan, melainkan resimnya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dalam hal ini 
                                                             
6 PP Pasal 19 Angka 2 jo Pasal 18 Angka 2 dan 4. Yaitu ketika Kementerian telah mengeluarkan 
surat balasan bahwa pemberitahuan perubahan telah ditambahkan ke dalam catatan daftar 
Yayasan  
7 Rudhi Prasetya, Op. cit., h. 44. 
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Yayasan sebagai badan hukum. Tentang jumlah tarif tersebut kemudian 
diklasifikasikan apakah termasuk perbuatan hukum berupa pengesahan 
akta pendirian Yayasan, persetujuan pemakaian nama Yayasan atau 
seperti di atas persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan diatur 
dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian 
Hukum dan HAM.  
 Kebijakannya Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak bukan 
untuk profit terletak pada setiap Yayasan yang memiliki NPWP tidak 
secara pasti harus membayar Pajak Penghasilan Badan. Selama Yayasan 
dari harta kekayaan Yayasan dan atau perolehannya tidak memeroleh 
keuntungan, maka Yayasan tidak perlu membayar Pajak Penghasilan. 
Barulah dalam hal ternyata Yayasan memeroleh keuntungan, maka 
jadilah keuntungan ini sebagai objek Pajak Pendapatan.8  
 Selain hal-hal di atas sebuah Yayasan dalam proses melaksanakan 
kegiatannya termasuk dalam hal pertimbangan Yayasan harus 
mempunyai kekayaan terpisah menjadikan bank harus mempunyai nomor 
rekening bank sendiri. Untuk Yayasan dapat membuka nomor rekening 
bank  NPWP diperlukan sebagai persyaratan bank untuk Yayasan. 
Ketentuan lebih awal pun mengatur mengenai sebuah Yayasan dalam 
rangka Kementerian memproses pengesahan Yayasan juga harus 




melampirkan NPWP. Pada hubungan-hubungan itulah maka setiap 
Yayasan berkeharusan mempunyai NPWP. 
 Setelah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau data 
Yayasan, yaitu tepat di hari peringatan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 
Agustus 2013 diadakan serah terima (penyerahan) kepengurusan 
pengelolaan *gambar terlampir Pengambil alihan yang ditandai dengan 
serah terima tersebut diwakili oleh HAS sebagai Pendiri Universitas “X” 
dan AM sebagai pendiri Yayasan YY (Y  Foundation). 
Masih dalam bulan yang sama setelah serah terima dilakukan 
selanjutnya dilakukan rapat pembina usul rencana penggabungan, yang 
penulis akan merangkaikan prosesnya pada halaman berikutnya. 
Melanjutkan pada tahapan perubahan anggaran dasarnya, pengurus  
Yayasan XX yang kemudian diwakili oleh kuasanya (notaris) mengajukan 
surat pemberitahuan pada Menteri terkait keseluruhan/penyesuian 
perubahan anggaran dasar dan data Yayasan pada tanggal 27 September 
2013. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan dengan mengubah 
seluruh Anggaran Dasar  Yayasan dan mencantumkan : 
- Seluruh kekayaan yang dimiliki pada saat penyesuaian 
- Data Yayasan, yaitu mengenai nama dari anggota pembina, 
pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan 
dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut. 
Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut dilampiri : 
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- Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang telah 
dilakukan dalam rangka Penyesuaian  
- Pengumuman dalam TBN yang memuat akta pendirian Yayasan 
atau bukti pendaftaran pendirian di Pengadilan Negeri dan izin 
melakukan kegiatan dari instansi terkait 
- Laporan kegiatan Yayasan minimal selama lima tahun berturut-
turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani 
oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait 
- Surat pernyataan bahwa Yayasan sebelumnya tidak pernah 
dibubarkan 
- Fotokopi NPWP Yayasan yang telah dilegalisir notaris 
- Surat pernyataan kedudukan dan alamat lengkap Yayasan  
- Neraca Yayasan (kekayaan Yayasan) pada saat penyesuaian yang 
telah ditandangani oleh semua organ Yayasan 
- Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan dan pengumumannya. 
Surat pemberitahuan tersebut diajukan oleh notaris Abdul Muis 
SH.MH, pada Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Administrasi 
Hukum Umum pada tanggal 27 September 2013.  
 Terhitung dalam jangka waktu kurang dari 30 hari permohonan 
surat pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan data  Yayasan XX, 
yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2014 Kementerian Hukum dan 
HAM akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan perubahan tersebut telah 
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terima dan sekaligus dicatat dalam Daftar Yayasan. Penerbitan 
pemberitahuan tersebut berdarkan UUY Pasal 71 Ayat (1) jo PP Pasal 
37A. Perubahan Anggaran Dasar dan data  Yayasan tersebut secara 
tegas dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal perubahan data 
dicatat dalam Daftar Yayasan.9 
 Setelah perubahan Anggaran Dasar seperti yang penulis 
rangkaikan di atas, penggunaan nama Yayasan YY menggantikan nama 
Yayasan sebelumnya mulai digalakkan dan perubahannya semakin 
dikenal publik. Masyarakat luas atau penulis menyebutnya sebagai 
kalangan eksternal pun kurang lebih mulai mengetahui perbuatan hukum 
kedua Yayasan tersebut, bahwa terjadi alih kelola. 
 Mulai dari pemberitaan media, pengunaan corak khas Yayasan Y 
dan sebagainya menjadi pertanda bagi khalayak umum bahwa telah 
terjadi pergantian „kepemilikan Yayasan‟ (asumsi masyarakat luas). Dari 
hal-hal tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa 
kenyataannya walau nama atau corak baru telah eksis tapi hingga saat itu  
Yayasan XX masih ada dan belum bubar. 
Selesai pada perubahan di atas, untuk mengambil alih 
kepengurusan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku, demi 
mencapai tujuan Yayasan selanjutnya dilakukan Penggabungan. 
Penggabungan badan hukum Yayasan ke badan hukum Yayasan yang 
                                                             
9  Ketentuan PP Pasal 19 
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lain dalam hal ini Yayasan YY atau Y  Foundation.  Dengan 
penggabungan tersebut menyebabkan Yayasan yang menggabungkan 
diri menjadi bubar tanpa proses likuidasi. Hal tersebut sejalan dengan 
Pasal 38 UUY, yang berbunyi10 : 
“Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 
satu atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan 
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar”. 
 
 Penggabungan Yayasan diatur dalam UUY dengan tata cara 
penggabungannya dimuat dalam PP tentang pelaksanaan UUY.11 Tidak 
jauh berbeda dengan ketentuan yang mengatur tata cara penggabungan 
dengan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan anggaran dasar 
Yayasan. Perbedaannya hanya terletak pada Rapat Pembina untuk 
penggabungan, dinyatakan korum jika telah dihadiri paling sedikit ¾ (tiga 
per empat) dari anggota jumlah pembina. Suatu keputusan pun 
dinyatakan sah jika telah disetujui oleh minimal ¾ (tiga per empat) 
anggota pembina yang hadir.12 
 Pada bagian ini penulis akan merangkaian proses penggabungan 
Yayasan berdasarkan hasil interview penulis bersama bagian legal 
Yayasan YY dan staf Notaris Abdul Muis SH.MH selaku notaris yang 
                                                             
10 Pasal 38 UUY jo PP No. 63/2008 Pasal 1 Angka 2 
11PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan juncto PP No. 2 Tahun  
2013 tentang Perubahan PP No. 63 Tahun 2008. 
12Pasal 39 UUY. Untuk Rapat Pembina perubahan Anggaran Dasar ketentuan jumlah minimal 
anggota Pembina yang harus hadir terhitung lebih sedikit, yaitu cukup 2/3 dari jumlah 
keseluruhan anggota Pembina yang ada, maka rapat sudah dinyatakan korum. 
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mensahkan akta penggabungan tersebut. Hasil interview penulis juga 
akan didukung oleh beberapa data sekunder sebagai pendukung hasil 
interview penulis. Sama dengan penjabaran proses perubahan anggaran 
dasar sebelumnya, penulis pada tahap ini juga tidak menyusun atau 
menyajikan secara langsung keterangan responden. Melainkan penulis 
akan menjabarkan poin-poin interview tersebut dengan bahasa penulis 
dengan maksud agar pembaca lebih mudah mendeskripsikannya. 
 Bahwa sebelum surat pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar 
diterbitkan oleh Kementerian, terlebih dahulu telah dilakukan rapat usul 
penggabungan Yayasan oleh Yayasan yang akan menggabungkan diri 
maupun Yayasan yang akan menerima penggabungan. Masing – masing 
kedua Yayasan menyusun Berita Acara Usul Rencana Penggabungan 
Yayasan. Pada tahap ini rapat masing-masing Yayasan masih melibatkan 
kalangan internal. Yayasan XX selaku Yayasan yang akan 
menggabungkan diri, pada rapat usul rencana penggabungan tersebut 
dihadiri oleh ketua pengurus Yayasan, sekretaris pengurus Yayasan, 
bendahara pengurus Yayasan, dan pengawas Yayasan. Rapat kemudian 
dipimpin oleh ketua pengurus Yayasan. 
 Selanjutnya ketua pengurus Yayasan selaku yang bertindak 
sebagai pimpinan rapat, membuka dan memimpin rapat. Bahwa rapat 
tersebut telah dihadiri  atau diwakili oleh seluruh pengurus dan pengawas 
Yayasan, sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah sah dan 
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berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat asal keputusan 
disetujui dengan suara bulat dan/atau suara terbanyak. 
 Susunan acara dalam rapat tersebut, yaitu :  
- Masih pada tahap usul rencana penggabungan menjelaskan 
deskripsi lengkap berikut alamat Yayasan yang akan menerima 
penggabungan. 
- Membahas hal-hal yang dianggap penting. Setelah dilakukan 
pembicaraan atas acara rapat, pimpinan rapat terus saja 
mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan 
perundingan-perundingan seperlunya, maka rapat dengan suara 
bulat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut : 
1. Memutuskan untuk menyetujui dilakukannya penggabungan 
Yayasan kepada Yayasan YY yang berkedudukan di kota 
Makassar selaku Yayasan yang akan menerima penggabungan. 
2. Memutuskan, untuk menyetujui dilakukannya penggabungan 
dengan alasan sebagai berikut  : 
- Ketidakmampuan Yayasan dalam pengelolaan keuangan 
yang terus menerus menurun, sehingga tidak mampu 
menjalankan operasionalnya atau membiayai kelangsungan 
hidupnya. 
- Bahwa Yayasan YY yang akan menerima Penggabungan 
adalah kegiatannya sejenis yang menyelenggarakan satuan 
pendidikan dan mempunyai izin dari instansi terkait. 
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- Masing-masing Yayasan tidak pernah melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban 
umum, dan kesusilaan. 
3. Mensahkan laporan keuangan yang berakhir pada akhir tahun 
yang dibuat oleh pengurus Yayasan mengenai ikhtisar 
kebijakan akuntansi, kas dan setara kas, piutang lain-lain, aset 
tetap, hutang jangka pendek, modal, pendapatan, beban 
aktivitas, beban umum dan administrasi, pendapatan dan 
(beban) lain-lain. 
4. Memutuskan menyetujui penggabungan, dimana Yayasan 
mempunyai kegiatan utama berdasarkan Anggaran Dasar 
Yayasan maksud dan tujuannya adalah berusaha dalam bidang 
sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut 
Yayasan dapat melaksanakan kegiatan utamanya sesuai 
dengan izin yang dimiliki dan diperoleh dari instansi yang 
berwenang yaitu menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi. 
Perubahan selama Tahun Buku yang sedang berjalan terjadi 
penurunan aktiva bersih. Untuk jumlah nominal penurunannya 
penulis tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Rincian 
masalah yang timbul  selama tahun buku yang sedang berjalan 
juga penulis tidak berhasil mendapatkan informasinya. Padahal 
menurut penulis dengan mengetahui hal terakhir di atas dapat 
membantu mengetahui kemungkinan kewajiban-kewajiban 
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seperti apa yang muncul kepada Yayasan YY setelah 
disetujuinya penggabungan. 
5. Telah memutuskan menyetujui dilakukannya penggabungan, 
dimana Yayasan YY sebagai Yayasan yang akan menerima 
penggabungan, status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, 
karyawan yayasan, dinyatakan terhitung sejak tanggal efektif 
penggabungan, hubungan kerja antara  Yayasan XX dan 
Yayasan YY yang akan menerima penggabungan tidak akan 
ada perubahan  terhadap ketentuan dan persyaratan kerja. 
Seluruh pelaksana harian, pelaksana kegiatan dan karyawan 
Yayasan dibebaskan dan menjadi tanggung jawab Yayasan YY 
yang akan menerima penggabungan dan segala perizinan 
diselesaikan oleh Yayasan yang akan menerima 
penggabungan. 
6. Pada tahap usul rencana penggabungan ini, Yayasan juga 
sudah menetapkan tenggat waktu pelaksanaan penggabungan 
akan dilakukan atau disetujui oleh masing-masing pembina 
Yayasan. Serta telah memutuskan untuk menyetujui 
penguduran diri seluruh anggota pengurus dan pengawas yang 
berlaku efektif  pada tanggal efektif penggabungan. Kemudian 
dikesempatan rapat tersebut juga telah diputuskan menyetujui 
bahwa Yayasan dinyatakan akan bubar  secara hukum tanpa 
likuidasi pada tanggal efektif penggabungan.  
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7. Hasil terakhir atas musyawarah dan mufakat dari rapat saat itu, 
yaitu peserta rapat pembina memutuskan memberikan 
kewenangan kepada ketua pengurus Yayasan untuk 
merundingkan segala syarat-syarat dan ketentuannya dalam 
rangka pelaksanaan Rancangan Akta Penggabungan kepada 
pembina Yayasan dan pihak lainnya yang terkait dalam rangka 
penggabungan Yayasan. 
 Demikianlah kurang lebihnya penulis jabarkan usul-usul yang telah 
ditetapkan atau disetujui dan disahkan berdasarkan dalam rapat usul 
rencana penggabungan yang dinyatakan diterima dengan suara bulat. 
Untuk Yayasan YY selaku Yayasan yang akan menerima 
penggabungan mempunyai dua rincian alasan hingga memutuskan 
menyetujui dilakukannya penggabungan, yaitu : 
1.  Yayasan XX yang akan menggabungkan diri adalah 
kegiatannya sejenis yang menyelenggarakan satuan 
pendidikan dan mempunyai izin dari intansi terkait.  
2. Kedua Yayasan tidak pernah melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum, 
dan kesusilaan. 
 
 Pertimbangan lainnya hingga memutuskan menyetujui menerima 
penggabungan tersebut, yaitu perubahan selama tahun buku yang sedang 
108 
  
berjalan tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh 
signifikan terhadap laporan keuangan. Sehingga Yayasan yang akan 
menerima penggabungan merasa mampu untuk meneruskan kegiatan 
atau mengelola Yayasan yang mengusulkan untuk bergabung. 
 Setelah masing-masing Yayasan selesai menyusun usul rencana 
penggabungannya, selanjutnya oleh masing-masing pengurus Yayasan 
menuangkannya kedalam bentuk rancangan akta penggabungan. Di 
dalam rancangan akta penggabungan tersebut, pengurus menyusun 
sedimikan rupa hal-hal yang telah diputuskan dan disetujui pada rapat 
sebelumnya untuk diberitahukan langsung kepada pembina masing-
masing Yayasan. 
 Lebih spesifik dalam rancangan akta penggabungan tersebut 
mencantumkan kedudukan dan alamat lengkap Yayasan yang akan 
menggabungkan diri maupun Yayasan yang akan menerima 
penggabungan. Kedua usul rencana penggabungan cukup dibuat secara 
dibawah tangan karena masih sebatas usul atau rancangan, bermaterai 
cukup, dan telah disetujui oleh para pengawas masing-masing Yayasan.  
 Rancangan akta penggabungan tersebut dibuat secara bersama-
sama untuk melakukan penggabungan, dimana pada tanggal efektif 
penggabungan telah diputuskan dan disetujui Yayasan YY menjadi 
Yayasan yang menerima penggabungan. Sedangkan  Yayasan XX 
menjadi Yayasan yang digabungkan kedalam Yayasan YY dan  Yayasan 
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XX dengan sendirinya bubar secara hukum tanpa perlu likuidasi pada saat 
penggabungan  berlaku efektif.  
 Yang terpenting dalam hal penggabungan ini adalah 
penggabungan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran 
Dasar masing-masing Yayasan, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku khususnya UUY. Adapun tujuan dilakukannya 
penggabungan tersebut adalah untuk menggabungkan dua kegiatan yang 
sejenis yaitu bergerak dibidang sosial-pendidikan untuk kepentingan dan 
efisiensi kedua Yayasan. 
 Dari hal di atas, hal-hal lain yang selanjutnya menjadi kewajiban 
kedua Yayasan adalah mempertimbangkan atau memperhatikan para 
pelaksana harian, pelaksana kegiatan, karyawan Yayasan yang akan 
digabungkan, dan pihak ketiga jika ada.  
 Rancangan akta tersebut dipersiapkan secara bersama-sama 
oleh para pengurus kedua Yayasan dan disetujui oleh masing-masing 
pengawas kedua Yayasan yang juga turut menandatangani usul rencana 
penggabungan sebelumnya. Tapi sampai pada tahap ini rancangan belum 
memeroleh persetujuan dari pembina kedua Yayasan. 
 Berdasarkan rancangan akta penggabungan yang belum 
memeroleh persetujuan dari pembina Yayasan, maka para pengurus 
kedua Yayasan dinyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran 
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semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam rancangan akta 
penggabungan tersebut.  
 Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2014 rancangan 
penggabungan akhirnya mendapat persetujuan kedua pembina Yayasan. 
Dengan mempertimbangkan bahwa setelah mengadakan cukup penelitian 
tidak ada fakta atau informasi material lainnya yang diungkapkan  hingga  
rancangan akta penggabungan menjadi tidak benar dan menyesatkan.  
 Setelah rancangan akta penggabungan Yayasan mendapatkan 
persetujuan pembina masing-masing Yayasan, yaitu pada tanggal 29 
Oktober tahun 2014 rancangan tersebut kemudian dituangkan dalam akta 
penggabungan yang dibuat di hadapan notaris Abdul Muis dalam bahasa 
Indonesia.  
 Pada tanggal 31 Oktober tahun 2014 sesuai ketentuan UUY 
Pasal  59 jo PP Pasal 33, pengurus Yayasan yang menerima 
penggabungan mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar 
harian berbahasa Indonesia (pengumuman terlampir). Pengumuman 
tersebut menurut hemat penulis diantaranya agar bagi siapapun pihak 
ketiga yang merasa keberatan atas perbuatan hukum penggabungan 
tersebut, mempunyai kesempatan untuk mengadu atau 
memperkarakannya sebelum masuk masa kadaluarsa. 
 Selanjutnya pada tanggal 8 Desember tahun 2014 pengurus 
penerima penggabungan menyampaikan akta penggabungan kepada 
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Menteri. Dan penggabungan tersebut mulai berlaku terhitung sejak 
tanggal akta penggabungan atau tanggal yang ditentukan dalam akta 
penggabungan sebagaimana kesepakatan pada rancangan sebelumnya 
di atas. Sampai pada tanggal 29 Januari 2015 akhirnya Kementerian 
menerbitkan surat keputusan pemberitahuan penggabungan Yayasan 
telah ditambahkan dalam Daftar Yayasan. 
 Demikian langkah-langkah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh kedua Yayasan hingga akhirnya peralihan alih kelola secara resmi 
dinyatakan telah beralih atau berpindah kepengurusan pengelolaan. 
Adapun berikut izin-izin terkait yang dimiliki Yayasan yang 
menggabungkan diri ikut berpindah hak kepemilikian. Seperti berikut hasil 
kutipan interview penulis dengan Bapak Tatang selaku perwakilan notaris 
Abdul Muis memberikan pendapatnya terkait alih kelola : 
“ Alih kelola (ini) terjadi setelah Yayasan digabungkan kedalam 
Yayasan yang menerima penggabungan, maka seluruh hak kelola 
yang ada, dalam hal ini PTS diambil alih oleh yang menerima 
penggabungan”  
Kemudian ditambahkan oleh beliau : 
“ …Dan sebenarnya kan apa yang diributkan orang –orang diluar 
sana mengenai nominal atau jual beli bangunannya dan segala 
macam (padahal aset pribadi)…diluar daripada itu sebenarnya 
yang tidak ternilai harganya itu terletak pada hak 
pengelolaannya…seperti diantaranya izin penyelenggaraan 
sekolah/universitas dan sebagainya, karena bagian itulah yang 





 Menurut hemat penulis untuk hal-hal seperti Izin Gangguan, Izin 
Operasional atau Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PTS dan 
sebagainya yang dimiliki oleh sebuah Yayasan atau dalam hal ini PTS 
memang sudah seharusnya melekat sampai PTS itu sendiri dinyatakan 
bubar tanpa terpengaruh dengan perubahan Yayasan yang menaunginya. 
Agar mahasiswa atau kegiatan proses belajar mengajar tidak terganggu. 
 Dari tahapan proses penggabungan kedua Yayasan di atas, 
pada bagian ini penulis akan mengikut sertakan beberapa hal pendukung 
(penjelasan) dan/atau sebagai kesimpulan awal penulis terkait dengan 
hal-hal atas penggabungan di atas, yaitu ; 
- Alasan dilakukannya penggabungan antara kedua Yayasan           
yaitu, karena adanya ketidakmampuan  Yayasan XX mengenai 
pengelolaan keuangan yang terus menerus menurun, sehingga 
tidak mampu menjalankan operasionalnya atau membiayai 
kelangsungan hidupnya. Juga  Yayasan XX dan Yayasan YY yang 
menerima penggabungan kegiatannya sejenis yaitu bergerak 
dibidang pendidikan dan telah mempunyai izin dari instansi terkait. 
Kedua Yayasan juga tidak pernah melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
- Sebagai aset tetap Yayasan dinyatakan sebesar biaya perolehan, 
kurangi akumulasi penyusutan. Beban pemeliharaan dan perbaikan 
dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemagaran 
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dan penambahan dalam jumlah yang signifikan. Apabila aset tetap 
sudah tidak digunakan lagi, biaya perolehan serta akumulasi 
penyusutan dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang 
bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam 
laporan laba rugi tahunn yang bersangkutan. Penyusutan aset 
tetap dihitung dari biaya perolehan awal pada saat pengalihan. 
- Pada pengumuman hasil penggabungan yang dimuat dalam harian 
nasional tertanggal 31 Oktober tahun 2014, pada pengumuman 
yang terlampir dijelaskan mengenai telah dilakukan penggabungan 
tiga Yayasan.  Yayasan XX dan  Yayasan XX Makassar bergabung 
kedalam Yayasan YY, yaitu terjadi tiga badan hukum Yayasan 
yang kemudian bergabung kedalam satu badan hukum. 
Menyebabkan kedua badan hukum Yayasan yang menggabungkan 
diri menjadi bubar tanpa likuidasi, sementara untuk Yayasan yang 
menerima penggabungan tetap eksis sebagai badan hukum yang 
meneruskan kegiatan Yayasan yang menggabungkan diri. 
Persoalannya terletak pada rangkaian rancangan aktanya, 
sebelumnya penulis hanya terus menyebutkan dua Yayasan saja 
tanpa pernah mengikutsertakan  Yayasan XX Makassar. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang bersumber dari interview 
penulis dengan bagian legal YayasanY dan staf Notaris Abdul Muis 
terkait isi pengumuman penggabungan yang menyebutkan tiga 
Yayasan, sebagai berikut : 
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  “ …Saya kurang tahu persis alamatnya dimana, tapi  
Yayasan XX Makassar itu memang didirikan oleh pak HAS. 
…Sebelumnya  Yayasan XX belum lama ini baru menyesuaikan 
Anggaran Dasarnya dengan UUY tahun 2001. …Karena 
penyesuaian Anggaran Dasarnya terlambat dan/atau bisa 
dinyatakan waktu itu belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya 
sementara ketentuan batas waktunya telah lewat,...ini asumsi saya 
bahwa karena hal itulah nama  Yayasan XX kemungkinan saat itu 
tidak lagi menggunakan nama Yayasan didepan namanya. Tapi 
badan hukumnya sendiri masih ada dan belum bubar…waktu itu 
walau dianggap belum menyesuaikan anggaran dasarnya, tapi kan 
ada izin-izinya masih berlaku, dan pendaftarannya juga itu sejak 
awal tercatat di Pengadilan Negeri  …Agar  Yayasan XX tetap eksis 
ditempulah pilihan alternatif itu, yaitu membentuk Yayasan baru 
atau katakanlah sebagai anak Yayasan. Kemudian dalam proses 
kegiatannya secara sekuler kedua Yayasan tersebut memulai 
proses untuk penggabungan atau semacam peleburan kedalam  
Yayasan XX. …Mereka mempunyai organ yang terpisah tidak ada 
yang merangkap. Saya kurang tahu sudah sampai mana peleburan 
atau penggabungan kedua Yayasan itu (Yayasan XX dan  Yayasan 
XX Makassar), yang jelasnya sampai pada titik penggabungan  
Yayasan XX dengan Yayasan YY itu pada pengumuman dan akta 
disebutkan tiga Yayasan, itu sebagai bentuk antisipasi agar 
dikemudian hari tidak sampai ada bayang-bayang  Yayasan XX 
Makassar. Dengan demikian setelah adanya akta penggabungan 
ketiga Yayasan juga sebelumnya didukung dengan pengumuman 
yang dikeluarkan di media harian tersebut menjadikan kedudukan 
Yayasan dengan seluruh hak pengelolaannya menjadi jelas, 
begitupun dengan keberadaan  Yayasan XX Makassar tidak lagi 
menjadi buram melainkan sudah resmi dinyatakan ikut bubar 
dengan sendirinya. (Interview penulis bersama Tatang S.H pada 
tanggal 15 Mei Tahun 2015). 
 
 Mulai dari awal pra-penelitian sampai pada tahap penelitian, 
yaitu saat setelah penulis menemukan pengumuman hasil 
penggabungannya di media cetak, sebelumnya penulis tidak menemukan 
responden, sumber atau media yang menyebutkan atau menyinggung 
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(keberadaan)  Yayasan XX Makassar ikut kedalam penggabungan 
tersebut. Menurut penulis berdasarkan hasil interview di atas itu karena 
kemungkinan peleburan atau semacam penggabungan yang dilakukan 
oleh  Yayasan XX dan  Yayasan XX Makassar sudah sampai pada tahap 
perubahan anggaran dasar menyangkut organ maupun perubahan nama 
Yayasan. Sehingga dengan perubahan organ maupun nama menjadikan  
Yayasan XX Makassar berada dibawah kendali  Yayasan XX hingga yang 
eksis pun hanya  Yayasan XX. Tapi untuk badan hukumnya sendiri masih 
belum bubar karena suatu badan hukum Yayasan baru akan bubar jika 
dibubarkan oleh Pengadilan atau akan bubar dengan sendirinya setelah 
ada akta penggabungan. Kasus yang sama terjadi pada  Yayasan XX, 
yaitu walaupun saat itu belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan 
UUY, tapi berdasarkan ketentuan yang berlaku  Yayasan XX hanya akan 
bubar ketika ada putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau 
pihak yang berkepentingan.13 Serta menurut penulis dalam hal ini unsur 
esensialnya bahwa  Yayasan XX masih terus berturut-turut melakukan 
kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. 
“ ... Yayasan XX Makassar itu memang ada, tapi untuk lebih 
spesifiknya saya juga kurang tahu lebih jauh mengenai Yayasan 
itu… Yang jelasnya dalam akta memang disebutkan tiga 
Yayasan. … Yayasan XX itu sepertinya sudah tidak ada kegiatan 
sebelumnya, termasuk ativa dan passivanya juga sudah tidak 
ada…” (Interview penulis dengan bagian legal Yayasan Y  
Foundation pada tanggal 15 Mei tahun 2015). 
  
                                                             
13 Ketentuan Pasal 71 UUY. 
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 Sesuai dengan hasil penelitian (interview) di atas, alih kelola 
disebutkan sebagai  akibat dari perbuatan hukum penggabungan kedua 
Yayasan. Menurut penulis kurang lebih sama dengan penggunaan bahasa 
yang sedikit berbeda, yaitu terjadi peralihan alih kelola dengan tahapan 
pertama mengubah anggaran dasar Yayasan dan selanjutnya melakukan 
penggabungan. Dengan melakukan perubahan anggaran dasar seperti 
halnya di atas (khususnya sampai pada tahap serah terima), penulis 
mendeskripsikan bahwa hak pengelolaan atau kepengurusan Yayasan 
sudah „setengah‟ beralih dan/atau diambil alih oleh Yayasan YY. 
Selanjutnya dengan dilakukannya penggabungan menjadikan hak 
pengelolaan sudah seluruhnya beralih dalam naungan Yayasan YY 
sebagai yang menerima penggabungan.  
 Pertanyaannya, apakah alih kelola tersebut telah berdasarkan 
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku?  
 Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Yayasan tidak 
diperbolehkan untuk aset/kekayaannya  baik berupa uang, barang, 
maupun kekayaan lainnya dialihkan atau dibagikan secara langsung atau 
tidak langsung kepada organ Yayasan.14  Jadi selama tidak termasuk ke 
dalam aset Yayasan, kegiatan jual-beli atau suatu peralihan dapat dinilai 
dengan uang/dibagikan adalah diperbolehkan. 
                                                             
14 Pasal 5 UUY 
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  Pada kasus di atas, selain tahapan  perubahan anggaran 
dasarnya dan penggabungannya sudah sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, berdasarkan hasil penelitian/interview penulis bahwa yang 
menjadi objek jual-beli adalah aset pribadi HAS dan tidak termasuk ke 
dalam aset Yayasan. Objek tersebut adalah sarana dan prasarana 
pendukung dalam mengoperasikan Yayasan. Terdiri dari tanah dan 
bangunan gedung yang ada di atasnya. Jadi kemudian untuk mengambil 
alih kepengurusan Yayasan, juga harus dengan mengambil alih 
kepemilikan aset pribadi tersebut. Selanjutnya yang disebutkan sebagai 
aset Yayasan adalah berupa uang tunai yang dijadikan sebagai modal 
awal juga sebagai aset tetap Yayasan, kemudian terus diputar hingga 
menghasilkan penambahan nominal aset. 
 Berikut petikan interview penulis bersama beberapa sumber 
yang berkaitan dengan kedua Yayasan, terkait dengan aset Yayasan ; 
 “ …Tanah dan bangunan-bangunan ini aset pribadi HAS, … 
kemudian universitas  X beroperasi dengan sarana dan 
prasana gedung ini akhirnya seakan-akan menjadi bagian dari 
aset Yayasan padahal statusnya itu sebenarnya….saya kurang 
paham tapi bisa saja dalam bentuk sewa atau pinjam pakai, 
untuk lebih jelasnya mungkin ditahap penelitian nanti silahkan 
Anda tanyakan ke yang terkait.” (Interview dengan Prof. Abdul 
Rahman. SH. MH pada bulan November tahun 2014) 
 
  Dari hasil interview di atas, tidak didapatkan status pasti mengenai 
hubungan hukum yang terjadi antara Yayasan dengan sarana prasarana 
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pendukung yang dimaksud. Selanjutnya penulis mendapatkan dari notaris 
terkait hal yang sama, yaitu: 
  “ …Iya akta nya memang jual-beli tapi itu seputar aset pribadi 
  … gedung – gedung itu dalam bentuk sewa” (*sumber Notaris 
Abdul Muis, 2015) 
   
 Penulis tidak mendapatkan informasi atau data fisik (sekunder) 
yang dapat mendukung dua keterangan di atas, tapi menurut penulis jika 
benar status bangunan atau prasarana lainnya itu dalam bentuk sewa, 
atau berdiri di atas hak milik pribadi artinya kemungkinan akan ada 
semacam perjanjian atau ketentuan batas waktu yang digunakan. 
Setidaknya Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya menurut hemat 
penulis membutuhkan hak pakai atas tanah dan/atau izin penggunaan 
bangunan atas bangunan atau hak guna bangunan. 
Mengenai Hak Pakai atas tanah Hak Milik menurut ketentuannya 
berjangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak ada perpanjangan waktu. 
Kecuali atas kesepatan antara pemilik tanah dengan pemegang Hak 
Pakai dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT kemudian didaftarkan pada kantor BPN 
setempat.15 Mengenai Hak Guna Bangunan sendiri kurang lebih sama 
dengan ketentuan Hak Pakai atas tanah Hak Milik, perbedaannya hanya   
                                                             
15 Berdasarkan PP No. 40 Pasal 45 tentang Jangka Waktu Hak Pakai 
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pada penggunaan haknya, yaitu jangka waktunya sampai tiga puluh 
tahun. 
 Selain keterangan Notaris Abdul Muis di atas, keterangan berbeda 
justru disampaikan oleh staf Abdul Muis sendiri (Bapak Tatang). Menurut 
penulis beliau adalah orang yang mempunyai peranan besar, karena 
sejak awal beliau yang mengawal pembuatan akta-akta tersebut (akta 
perubahan anggaran dasar sampai penggabungan). Berikut hasil 
interview penulis terkait status aset Yayasan : 
“…Tidak ada sewa-sewa, apalagi perjanjian-perjanjian   
tertentu...…hak penggunaannya berdasarkan suka rela saja, itu 
hak pemilik tanah. ….Yaa memang ini agak rancu untuk “X” atau 
mahasiswanya, karena hak sepenuhnya dipegang oleh pemilik jadi 
yaa klo misalnya sewaktu-waktu pemilik sudah menginstruksikan 
untuk bangunannya tidak dipakai lagi yaa itu juga haknya, jadi 
istilahnya kalau orang menumpang dirumah orang lain adalah wajar 
untuk khawatir diusir keesokan harinya. Tapi disini hal seperti itu 
tidak akan terjadilah…kita tahu esensinyakan alasan bangunan itu 
ada karena “X” jadi bahasanya bangunan itu akan hancur bersama 
“X”, sudah satu paket… “ (Interview Pak Tatang SH, 2015)  
 
Senada dengan keterangan yang diperoleh penulis pada bagian 
legal Yayasan YY terkait hal yang sama, yaitu : 
“ Sepengetahuan saya untuk penggunaan gedungnya itu 
berdasarkan izin dari AS, tapi tidak dalam bentuk sertifikat atau 
sebagainya… dari awal istilahnya pinjam pakai saja”. (Interview 




Ketentuan yang mengatur tentang Yayasan terkait penggunaan 
sarana prasarana berupa sewa atau pinjam pakai tidak disebutkan dalam 
UUY atau peraturan terkait lainnya. Tapi berdasarkan dari subtansi dari 
Hak Pakai atas Hak Milik bukan negara,  menurut penulis adalah suatu 
hak untuk penggunaannya yang dapat diberikan langsung oleh pemilik 
Hak Milik dengan segala ketentuan kebijakannya berada di tangan pemilik 
tanpa harus tunduk dengan kebijakan luar. Artinya kemungkinan besar 
penggunaan Hak Pakai oleh Universitas “X” di atas Hak Milik HAS tidak 
menggunakan sertifikat semacamnya (sertifikat hak guna bangunan dan 
sebagainya) melainkan berbekal atas izin HAS saja selaku pemegang Hak 
Milik secara dibawah tangan. 
Menyinggung soal Hak Milik, berdasarkan hasil interview di atas 
terkait kepemilikan aset pribadi HAS yang terdiri atas tanah dan bangunan 
di atasnya dengan hubungannya dengan aset Yayasan, untuk selanjutnya 
penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar. Pada kesempatan tersebut, pertama penulis melakukan 
interview terkait pendaftaran akta jual-beli atas tanah tempat berdirinya 
gedung “45”, yaitu sebagai berikut : 
“ …iyaa setiap peristiwa atau perbuatan hukum terkait tanah 
memang aturannya harus didaftarkan di BPN. Aturannya itu tujuh 
hari setelah penandatanganan akta. Pendaftaran akta jual-beli 
tanah (tanah kedudukan Yayasan) itu memang ada, tahun 2013 
terdaftar di BPN, sekaligus dilakukan balik nama disitu. …Soal 
bangunan di atasnya itu tidak termasuk lingkup kami…disini itu 
untuk pendaftaran tanahnya saja. (Interview dengan Kasubag 
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Pendaftaran Tanah BPN Wilayah Kota Makassar, Ahmad SH MH 
pada tanggal 16 April tahun 2015). 
 
  Selanjutnya untuk mendapatkan data selengkapnya mengenai 
tanah tersebut, penulis kemudian melakukan interview pada bagian 
Pengukuran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Wilayah Kota Makassar, 
sebagai berikut : 
 “ Tempat berdirinya Universitas “X” di google itu (peta Gambar 
Situasi Tanah) ..tanahnya seluas 23.336 m2 (2,3 hektar). …Dengan 
nomor hak M.700 GS 165/1997 atas nama HAS. Berasal dari HM 
No. 133/Karuwisi/GS 633/1971” (Interview dengan Kasubag 
Pengukuran Tanah pada bulan Mei 2015) 
  
 “ Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.700 Kelurahan 
Karuwisi Tahun 1997 atas nama H. HAS beralih kepemilikannya 
dengan akta jual beli terdaftar di BPN pada tahun 2013…Sertifikat 
Hak Milik itu beralih ke atas tanah AM” (Interview dengan Kasubag 
Pendaftaran Tanah Wilayah BPN Kota Makassar, Ahmad .SH MH 
pada bulan Mei 2015) 
  
  Berdasarkan interview di atas, bahwa tanah yang merupakan lokasi 
kedudukan  Yayasan XX yang didirikan pada akta pendirian Yayasan 
pada tahun 1985 memiliki luas 2,3 hektar. Tanah tersebut beralih pada 
tahun 1997 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama HAS, yang sebelumnya 
dimiliki oleh seseorang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Kelurahan 
Karuwisi dengan Gambar Situasi 633 Tahun 1971. 
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 Jadi kemudian (Yayasan) bangunan gedung „X” termasuk mesjid 
yang ada didalamnya telah berdiri sebelum tanah tersebut menjadi Hak 
Milik HAS. Tapi sampai disini karena keterbatasan data yang tersedia 
pada BPN penulis tidak mendapatkan informasi terkait nama yang 
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tanah tersebut, saat pendirian 
Yayasan dilakukan. 
 Melanjutkan penelitian dari BPN, penulis kemudian bermaksud 
mencari tahu mengenai IMB bangunan gedung Yayasan beserta sertifikat 
dalam pengajuan IMB tersebut pada instansi terkait. 
 Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan juga di Kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal. Di 
kedua tempat tersebut, penulis masih menggunakan teknik interview. 
Hasil dari interview tersebut memperlihatkan bahwa Izin Mendirikan 
Bangunan Yayasan terdaftar atas nama  Yayasan XX dengan nilai 
retribusi sebesar Rp. 58.728.000,-. Pada kesempatan tersebut juga 
memperlihatkan bahwa badan hukum  Yayasan XX mempunyai nomor 
rekening bank sendiri. Hal tersebut menurut penulis penting, karena 
dengan kepemilikan nomor rekening sendiri Yayasan dapat melakukan 
kegiatan khususnya yang menyangkut keuangan secara mandiri. Dengan 
kepemilikian nomor rekening juga menandakan sebagai badan hukum 
yang diakui. *Catatan Daftar IMB terlampir. 
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  Selain dari pada hasil penelitian di atas, penulis tidak mendapatkan 
informasi lebih jauh mengenai spesifikasi bangunannya berikut tahun 
terbitnya IMB. Termasuk lampiran administrasi, diantaranya berupa 
sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai salah satu syarat pengajuan 
permohonan IMB. Dengan alasan keterbatasan informasi menyangkut 
data dibawah tahun 2000 tercatat manual dan tidak terinput pada sistem. 
Sementara kantor dalam perbaikan/renovasi sehingga akses pada pusat 
data tertutup. Padahal pada kesempatan tersebut penulis membutuhkan 
lampiran persyaratan administrasi IMB nya, karena dengan itu akan 
diketahui baik nama pemohon juga nama pemilik sertifikat Hak Milik atas 
tanah tempat bangunan/ gedung itu didirikan.  
 “ ….Kedudukan sertifikat lebih kuat dari pada IMB. IMB tidak cukup 
dijadikan bukti kepemilikan suatu gedung. ….Umumnya  memang 
IMB yang keluar itu biasanya sesuai dengan nama pemohon atau 
nama pemilik sertifikat tanah, tapi kasusnya disini kan Yayasan jadi 
bukan tidak mungkin kalau kemudian nama pemohonnya atas nama 
Tn. X lalu IMB nya terdaftar di sistem atas nama gedung yang akan 
dibangun.” (Interview dengan Kasubbag Regulasi, Monitoring dan 
Investasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Makassar, A. 
Asfianti, S. Sos. M.Si pada tanggal 21 Juni tahun 2015). 
 
 Dalam Pasal 1 angka 6 PP No 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung; dikatakan bahwa IMB gedung adalah perizinan yang 
diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Ini 
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berarti bahwa IMB adalah salah satu syarat suatu bangunan dan 
merupakan izin bagi pemilik bangunan gedung untuk membangun, 
mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan 
gedung. 
“Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002, 
setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif 
dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif bangunan gedung 
meluputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan 
bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan”. 
 Maksud penulis sesuai dengan undang-undang di atas, disebutkan 
persyaratan administratif yang harus ada untuk membangun gedung. 
Seperti status kepemilikan tanahnya juga status kepemilikan bangunan 
gedungnya disebut secara terpisah. Atas dasar itu, menurut hemat penulis 
kepemilikan suatu bangunan gedung tidak dapat hanya dilihat dari 
kepemilikan sertifikatnya saja, karena bisa saja ada kemungkinan suatu 
bangunan gedung berdiri di atas hak milik tanah orang lain tapi kemudian 
dengan perjanjian tertentu mengizinkan membangun gedung di atas 
tanahnya. Tapi dengan izin itu pula bukan berarti kemudian si pemilik 







2. Akibat Hukum dari alih kelola  Yayasan XX ke Yayasan YY 
  Pada pasal 5 ayat  (1) UUY mengatur mengenai kekayaan Yayasan 
baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh 
Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak 
langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk 
lain yang dapat dinilai dengan uang kepada organ Yayasan (Pembina, 
Pengurus, dan Pengawas). Adapun pengecualian atas ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, yaitu pada ayat (2) 
ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan mengenai penerimaan gaji 
atau upah khusus disebutkan kepada Pengurus Yayasan yang 
menjalankan kepengurusan Yayasan.16 
  Menurut penulis sesuai ketentuan Pasal 5 di atas, satu – satunya 
organ yang disebutkan dapat menerima sebagian hasil kekayaan/ aset 
Yayasan dalam bentuk gaji, upah atau honorarium yaitu Pengurus dalam 
hal melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 
Ketentuan tersebut dapat ditentukan lebih spesifik dalam Anggaran Dasar 
                                                             
16 Pasal 5 UUY : 
(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan 
berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau 
tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang 
dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas 
(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dtentukan dalam 
Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal 
Pengurus Yayasan: 
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; 
dan 
b.  melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 
(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2),   
ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. 
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Yayasan, berikut mengenai penentuan gaji, upah, atau honorariumnya 
ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan Yayasan.  
 Jadi selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan UUY di atas, organ Yayasan, pendiri ataupun pihak ketiga yang 
terafiliasi dengan organ Yayasan tidak diperkenankan untuk menerima 
hasil dari kekayaan Yayasan. Adapun pengecualiannya untuk pengurus 
berdasarkan ayat (2) di atas, menurut penulis berlaku jika Yayasan masih 
beroperasi, dan tidak berlaku setelah Yayasan dinyatakan bubar. Jadi 
adapun hasil pembubaran Yayasan karena pailit tidak boleh dibagikan 
baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada organ Yayasan dan 
pihak yang terafiliasi dengan organ Yayasan. Begitupun dengan Yayasan 
yang dinyatakan bubar karena penggabungan, penggabungannya tidak 
boleh dinilai dengan uang dan dibagikan kepada organ, atau pihak yang 
terafiliasi dengan organ atau pendiri Yayasan. 
Sejalan dengan maksud di atas, yaitu apabila terbukti organ 
Yayasan mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan baik berupa 
uang ataupun gedung dan sebagainya yang dapat dinilai dengan uang, 
maka berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUY. 17 
                                                             
17 Pasal 70 UUY : 
(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
(2) Selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga 
dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau 
kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan. 
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 Namun dalam praktiknya, sangat sulit untuk pihak ketiga atau 
dalam hal ini masyarakat untuk masuk dan mengawasi dan/atau 
membuktikan organ Yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum 
dalam hal melaksanakan/melakukan kegiatan Yayasannya. Sehingga 
adapun perbuatan-perbuatan hukum pada sebuah Yayasan bukan tidak 
mungkin akan mengalami perbenturan dengan ketentuan hukum yang 
berlaku dan kemudian lolos dari sanksi. Mengingat pengawas yang 
berperan aktif mengawasi kegiatan Yayasan juga terbentuk dari pihak 
intern Yayasan.  
 Terkait dengan fenomena di atas, dalam UUY telah diatur 
ketentuan mengenai Pemeriksaan Terhadap Yayasan. Pada Pasal 53 
ayat (1) mengatur bahwa, pemeriksaan terhadap Yayasan untuk 
mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat 
dugaan bahwa organ Yayasan : 
a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentang dengan 
Anggaran Dasar; 
b. lalai dalam melaksanakan tugasnya; 
c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; 
atau 
d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara. 
Kemudian pada Pasal 53 ayat (2) mengatur bahwa, pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan 
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berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak 
ketiga yang berkepentingan disertai alasan.  
 Maksud penulis dengan diterbitkannya UUY yang kemudian 
didalamnya mengatur mengenai Pemeriksaan Terhad ap Yayasan telah 
menjawab persoalan diantaranya seperti yang telah penulis sebutkan 
sebelumnya. Dengan UUY ini telah memungkinkan untuk pihak luar 
mendapatkan akses masuk pada Yayasan yang „dicurigai‟ atau diduga 
melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 
 Tapi menurut penulis hal tersebut masih diikuti dengan kelemahan 
atau batasan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2), bahwa ada 
penggunaan kata “pihak ketiga yang berkentingan”. Hal tersebut menurut 
penulis masih memberikan batasan kepada orang-orang untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap suatu Yayasan. Sebagaimana yang dimaksud 
dengan “pihak yang berkepentingan” dapat diasumsikan sebagai pihak-
pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.  
Penekanan pada “pihak yang berkepentingan” menurut penulis 
dapat membatasi bahwa jika masyarakat ada yang merasa suatu Yayasan 
tidak lagi sesuai dengan tujuannya yang idiil, tetapi tidak memiliki 
kepentingan langsung dengan Yayasan yang bersangkutan, tidak dapat 
melakukan pengajuan permohonan tertulis kepada pengadilan agar 
Yayasan tersebut diperiksa. Berbeda halnya jika saja redaksi kata “pihak 
yang berkepentingan” diganti menjadi “pihak yang dirugikan” yang 
menurut penulis maknanya lebih luas, yaitu terkait kepentingan 
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masyarakat banyak dan/atau Negara. Sehingga pihak yang akan 
melakukan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan tidak harus 
memiliki kepentingan langsung terhadap Yayasan.    
 Akibat atau konsekuensi hukum atas alih kelola karena 
penggabungan dalam hal ini antara  Yayasan XX dan Yayasan YY, berikut 
penulis jabarkan berdasarkan hasil penelitian penulis. Yakni terhitung 
sejak tanggal efektif penggabungan, semua aktiva dan pasiva, usaha dan 
kegiatan serta segala hak dan kewajiban  Yayasan XX demi hukum akan 
dilanjutkan oleh, dialihkan kepada diambil alih dan menjadi aktiva dan 
pasiva, usaha dan kegiatan serta hak dan kewajiban Yayasan YY. 
Termasuk apabila ada tuntutan, kewajiban dan gugatan oleh atau 
terhadap  Yayasan XX akan berlanjut dan menjadi tuntutan, kewajiban 
dan gugatan oleh dan terhadap Yayasan YY. 
Selanjutnya setelah tanggal efektif penggabungan  Yayasan XX 
sebagai Yayasan demi hukum menjadi bubar tanpa memerlukan likuidasi 
dan jabatan seluruh organ Yayasan demi hukum akan berakhir. 
Berkaitan dengan pengalihan semua aktiva dan pasiva, serta usaha 
dan kegiatan  Yayasan XX kepada Yayasan YY sebagaimana penulis 
sebutkan di atas, sepenuhnya dinyatakan telah berpindah tangan setelah 
Yayasan YY pada tanggal efektif penggabungan menyetujui dan 
menyatakan menerima segala hal dan kewajiban  Yayasan XX. 
Setelah penggabungan, yaitu terhitung sejak tanggal efektif 
penggabungan, hubungan kerja antara  Yayasan XX dengan para 
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pelaksana harian, pelaksana kegiatan dan karyawan akan berlanjut 
dengan nama Yayasan YY. Tidak ada perubahan terhadap ketentuan dan 
persyaratan kerja. Seluruh pelaksana harian, pelaksana kegiatan dan 
karyawan  Yayasan XX dibebaskan dan menjadi tanggung jawab Yayasan 
YY. Adapun terkait hal – hal lain seperti masalah perizinan (jika ada) yang 
berhubungan dengan Yayasan, selanjutnya akan diselesaikan oleh 
Yayasan YY sebagai yang menerima penggabungan.  
Hal-hal di atas dinyatakan mulai berlaku setelah tanggal efektif 
penggabungan, karena penggabungan tidak diikuti dengan perubahan 











                                                             
18 Berdasarkan ketentuan PP No 63/2008 Pasal 29 : 
(1) Dalam hal Penggabungan Yayasan tidak diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar maka 
Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta Penggabungan 
kepada Menteri. 
(2) Penggabungan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Penggabungan 








1. Hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam suatu alih kelola 
Yayasan yaitu alasan dilakukannya alih kelola itu sendiri. Alasan 
yang dimuat dalam usul rancangan harus betul sesuai dengan 
realita yang ada atau yang terjadi pada Yayasan tersebut. 
Sehingga alasannya tidak sekedar formalitas mengikuti bahasa 
yang ada dalam ketentuan perundang-undangan terkait. Kedua 
adalah pengawasan pihak eksternal atau dalam hal ini bisa 
pemerintah terhadap jalannya tahapan alih kelola. Pengawasan 
seperti yang dimaksud bertujuan agar tidak ada penyimpangan baik 
dalam rapat awal maupun kesempatan lainnya, kecuali semata-
mata untuk memperjuangkan nasib keberlangsungan Yayasan 
kedepannya untuk mencapai tujuannya. Adapun setelah alih kelola 
atau penggabungan Yayasan, harus berimplikasi lebih baik 
sebelum penggabungan terhadap objek atau pihak yang 
dinaunginya. Apabila Yayasan bergerak dibidang sosial-universitas 
maka objek atau pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah 
mahasiswa dan kualitas pendidikannya. 
2. Implikasi Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya atau 
usahanya guna menunjang maksud/tujuan pendirian Yayasan, 
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dilihat dari indikator status badan hukum (Yayasan XX yaitu 
sebelum menyesuaikan Anggaran Dasarnya), bahwa  status 
badan hukum dari Yayasan sebagaimana  diatur dalam UUY 
tidaklah penting artinya tanpa berbadan hukum pun, suatu 
Yayasan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya. 
 
 
B. Saran  
1. Pemerintah harus kembali menselaraskan UUY dan PP tentang 
Yayasan agar tidak ada ketentuan yang tumpang tindih 
didalamnya, yaitu diantaranya seperti ketentuan PP yang 
melampaui batas ketentuan yang diatur dalam UUY.  
2. Dalam UUY harus ada jaminan untuk pihak ketiga dalam hal ini 
pemerintah juga masyarakat banyak untuk dapat mempunyai 
wewenang lebih dalam hal mengawasi jalannya kegiatan Yayasan 
demi mencapai tujuan idiil. 
3. Dalam hal masyarakat ingin berkontribusi dalam pembangunan 
sumber daya manusia lewat kualitas pendidikan, penulis 
menyarankan pemerintah menghapus peraturan perundang-
undangan yang mensyaratkan penyelengggaran suatu kegiatan 
pendidikan harus dikelola oleh badan hukum Yayasan. 
Menghapus dan menggantikannya dengan peraturan baru agar 
hukum tidak lagi menjadi penyebab lain dari penyimpangan oleh 
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masyarakatnya. Seperti, misalnya Yayasan yang didirikan untuk 
sekedar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. 
4. Untuk sistem pendirian atau pengesahan maupun perbuatan 
hukum lainnya terkait badan hukum Yayasan yang masih 
membutuhkan waktu lama, agar pemerintah mulai menggunakan 
sistem yang sama dengan sistem yang telah diterapkan pada 
sistem pengesahan Perseroan Terbatas (PT) yaitu Sistem 
Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Dengan sistem 
tersebut, yang dioperasikan on line mempercepat dan 
mempermudah waktu pengurusan berkas, diantaranya seperti 
untuk pengecekan nama dan koreksinya tidak lagi membutuhkan 
waktu lama diterima oleh Kementerian. Sehingga kepastian 
hukum dan segala konsekuensi hukum yang menyusul suatu 
perbuatan hukum Yayasan tidak mengambang dan sampai 
mempengaruhi aktivitas Yayasan. 
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